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ABSTRACT 
 
Financial Inclusion is government effort in removing all price and non-
price barriers to people’s access to financial service. The realization of financial 
inclusion to help develop businesses from Micro, Small and Medium Enterprises 
(MSME) is the existence of a “Kredit Usaha Rakyat” product. The purpose of the 
research is to know the effect of financial education, intermediation facilities and 
financial distribution channels, financial service to the government sector and 
consumer protection to the income of Micro, Small and Medium Enterprises 
(MSME) in Surakarta city.  
This research type is quantitative research using questionnaries in data 
collection methods and models using multiple linear regression. The sample used 
was 34 respondents. Respondents are customers of “Kredit Usaha Rakyat” 
products at BRI Syariah KC Solo Veteran.  This study uses primary data obtained 
from field research. The variables in this research are financial education (X1), 
intermediation facilities and financial distribution channels (X2), financial service 
to the government sector (X3),  consumer protection (X4) and MSME’s income (Y). 
The result of t test analysis shows that independen variables partially have 
a positive and significant effect on MSME’s income. While the result of f test 
shows that the independen variables simultaneously affects the MSME’s income 
by 56,1%  and the rest is 43,9% influenced by other variables. 
Keywords : Financial Inclusion, Kredit Usaha Rakyat, financial education, 
intermediation facilities and financial distribution channels, financial service to 
the government sector and consumer protection, MSME’s income. 
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ABSTRAK 
 
Inklusi keuangan adalah upaya pemerintah dalam meniadakan segala 
hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat 
dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Perwujudan dari inklusi keuangan 
dalam membantu mengembangkan usaha dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
adalah adanya produk “Kredit Usaha Rakyat”. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh edukasi keuangan, fasilitas intermediasi dan saluran 
distribusi, layanan keuangan pada sektor pemerintah, serta perlindungan 
konsumen terhadap pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota 
Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode 
kuesioner dalam pengumpulan data dan model dengan menggunakan regresi linier 
berganda. Sampel yang digunakan adalah 34 responden. Responden adalah 
nasabah  produk “Kredit Usaha Rakyat” di BRI Syariah KC Solo Veteran. 
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. 
Variabel dalam penelitian ini adalah edukasi keuangan (X1), fasilitas intermediasi 
dan saluran distribusi (X2), layanan keuangan pada sektor pemerintah (X3), 
perlindungan konsumen (X4) dan pendapatan UMKM (Y). 
Hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Sedangkan hasil 
dari uji f menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi 
pendapatan UMKM sebesar 55%. Dan sisanya, 45% dipengaruhi oleh variabel 
lain. 
Kata kunci : Inklusi keuangan, Kredit Usaha Rakyat, edukasi keuangan, fasilitas 
intermediasi dan saluran distribusi, layanan keuangan pada sektor pemerintah, 
serta perlindungan konsumen, pendapatan UMKM. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
  Perkembangan perekonomian suatu negara akan dipengaruhi beberapa faktor, 
baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi perkembangan perekonomian tersebut adalah perkembangan 
keuangan. Ketika keuangan suatu negara berkembang, maka akan berdampak positif 
terhadap peningkatan perekonomian. Namun, menurut Global Findex Database 
(2017) secara global hanya 69% masyarakat dewasa yang memiliki akses ke lembaga 
keuangan, sedangkan secara nasional, 95 juta rakyat Indonesia masih masuk dalam 
kategori unbanked.  
  Konsep inklusi keuangan muncul setelah adanya konsep eksklusi keuangan. 
Leyson dan Thrift (1995) mendefinisikan eksklusi keuangan sebagai proses yang 
mencegah kelompok sosial dan individu dari memperoleh akses ke sistem keuangan 
formal. European Commision (2008) menjelaskan bahwa eksklusi keuangan 
merupakan sebuah proses dimana orang menghadapi kesulitan dalam mengakses 
dan/atau menggunakan jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang 
sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan 
sosial dalam masyarakat di tempat mereka berada.  
  Gerdeva dan Rhyne (2011)mendefinisikan inklusi keuangan adalah sebuah 
kondisi dimana semua orang dapat mengakses jasa keuangan berkualitas, tersedia 
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dengan harga terjangkau, dengan cara yang nyaman dan memuaskan. Sedangkan 
Demirguc-Kunt dan Klapper (2012) mendefinisikan inklusi keuangan adalah sebagai 
penyediaan akses jasa keuangan yang luas tanpa hambatan harga maupun non harga 
dalam penggunaannya. 
Bank Indonesia (2014) mendefinisikan keuangan inklusif (Financial 
Inclusion) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan 
yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam 
memanfaatkan layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan ini merupakan strategi 
nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, 
pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Peningkatan inklusi 
keuangan menjadi salah satu manifestasi dari peningkatan produktivitas dan wujud 
kemandirian rakyat karena melalui keuangan yang inklusif, berarti masyarakat dapat 
mengakses dan menggunakan layanan keuangan non formal seperti rentenir.  
Pada tanggal 18 November 2016, Presiden Joko Widodo secara resmi 
meluncurkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Istana Negara. 
Pemerintah menyusun strategi tersebut melalui koordinasi antara Bank Indonesia, 
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan dalam upaya mengakselerasi 
peningkatan jumlah literasi keuangan masyarakat Indonesia. Bahkan, pemerintah 
menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 75% persen pada tahun 2019. 
(www.kemenkeu.go.id/ diakses pada 13 Februari 2019) 
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 Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, strategi keuangan inklusif 
dijabarkan dalam 5 pilar yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, layanan 
keuangan pada sektor pemerintah, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta 
perlindungan konsumen. Namun, dalam penelitian ini hanya akan menggunakan 4 
pilar saja yaitu edukasi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, fasilitas 
intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen. Alasan penulis tidak 
menggunakan pilar hak properti masyarakat karena pilar tersebut tidak cocok 
terhadap objek yang akan diteliti. 
Tujuan SNKI adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi melalui 
pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, stabilitas sistem keuangan di 
Indonesia dengan meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemampuan keuangan 
masyarakat dan menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh 
lapisan masyarakat. 
Gambar 1.1 
Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2013-2016 
 
Sumber : Data Otoritas Jasa Keuangan pada Survei Nasional Literasi dan 
Inklusi Keuangan 2016 
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Gambar 1.2 
Indeks Literasi Keuangan – Sektoral (Syariah) 
 
Sumber : Data Otoritas Jasa Keuangan pada Survei Nasional Literasi dan 
Inklusi Keuangan 2016 
 
Dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan OJK 
tahun 2016 menyebutkan bahwa indeks inklusi keuangan nasional dari tahun 2013 
sebesar 59.74% meningkat menjadi 67.82% di tahun 2016. Sedangkan untuk indeks 
inklusi keuangan syariah tahun 2016 sebesar 11.06%, yang artinya dari setiap 100 
penduduk Indonesia hanya 11 orang yang memanfaatkan produk dan layanan jasa 
keuangan syariah. Rata-rata indeks inklusi keuangan syariah lebih tinggi 
dibandingkan indeks literasi keuangan syariah artinya masyarakat menggunakan 
produk dan layanan jasa keuangan  syariah tanpa diimbangi pengetahuan terhadap 
produk dan layanan jasa keuangan syariah.  
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Gambar 1.3 
Indeks Literasi – Inklusi Keuangan – Sektoral (Syariah) 
 
Sumber : Data Otoritas Jasa Keuangan pada Survei Nasional Literasi dan 
Inklusi Keuangan 2016 
 
Dari data indeks literasi dan inklusi di atas, dapat diketahui bahwa akses atau 
tingkat literasi masyarakat terhadap penggunaan lembaga keuangan syariah masih di 
bawah angka 10%.  Angka tertinggi di dapat oleh sektor perbankan, indeks inklusi 
meningkat dari tahun 2013 sebesar 57.28% menjadi 63.63% di tahun 2016. Meskipun 
begitu, hasil survey tentang kemampuan berhitung masyarakat terkait produk dan 
layanan jasa keuangan tersebut menyatakan bahwa hanya 36.02% yang memiliki 
kemampuan menghitung bunga, angsuran, hasil investasi, biaya penggunaan produk, 
denda, dan inflasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). 
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Gambar 1.4 
Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan – Provinsi (Syariah) 
 
Sumber : Data Otoritas Jasa Keuangan pada Survei Nasional Literasi dan 
Inklusi Keuangan 2016 
 
 
Sedangkan untuk provinsi Jawa Tengah sendiri, indeks  inklusi keuangan 
syariah mencapai 13.77%. Secara rata-rata, mayoritas provinsi yang berada di Pulau 
Jawa memiliki indeks literasi keuangan syariah lebih tinggi dibandingkan dengan 
provinsi-provinsi di pulau lainnya. Dengan sebaran indeks literasi keuangan syariah 
yang sangat bervariasi dari Provinsi Aceh hingga Papua, maka diperlukan upaya dan 
strategi yang berbeda untuk meningkatkan literasi keuangan syariah khususnya di 
provinsi yang mayoritas berpenduduk muslim. 
Saat ini, Otortitas Jasa Keuangan menargetkan sebanyak 54 juta rekening 
baru. Tambahan rekening baru ini untuk memenuhi target inklusi keuangan nasional 
pemerintah yaitu 75%. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta, Laksono 
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Dwionggo mengatakan bahwa peningkatan literasi keuangan masyarakat perlu 
dilakukan guna meningkatkan inklusi keuangan dan pihaknya pun sudah aktif dalam 
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi seputar keuangan di pedesaan. Tahun lalu, 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta telah menyelenggarakan 10 program 
sosialisasi yang menjangkau daerah-daerah kecil. Dan rencana tahun ini, Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) Surakarta akan melakukan survey didaerah untuk mengetahui 
tingkat literasi dan inklusi di tingkat daerah. (m.republika.co.id/diakses pada 28 April 
2019) 
Bentuk-bentuk kegiatan dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan telah 
dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya adalah program edukasi 
keuangan, pengembangan produk atau layanan keuangan, penguatan infrastruktur, 
penguatan perlindungan konsumen dan kampanye nasional di setiap pelaku usaha 
jasa keuangan (PUJK). Sebanyak 97,36% bentuk kegiatannya adalah edukasi 
keuangan dengan segmentasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 
(Tribunsolo.com/diakses pada 28 April 2019). 
Eksistensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memang tidak 
diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak 
ekonomi. Ketika terjadi krisis yang melanda pada tahun 1998, usaha berskala kecil 
dan menengah relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Disamping 
itu, berdasarkan survey yang dilakukan oleh OECD (2018) menyatakan bahwa 
sebanyak 70.3% masyarakat Indonesia bekerja di sektor UMKM. Angka itu 
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menjadikan UMKM sebagai penyerap utama tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan 
700.000 UMKM berkontribusi 22% terhadap PDB. (IFC, 2016) 
Menurut Zain (2010), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sektor 
yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor UMKM adalah sektor yang 
mampu menyumbang banyak kontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia. 
Lebih lanjut, menurut Ototitas Jasa Keuangan (2016), secara statistik UMKM 
memberikan kontribusi 57.9% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% pekerja 
nasional sehingga OJK memandang UMKM perlu diberdayakan dan ditingkatkan 
untuk mendorong perekonomian Negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Walaupun UMKM menempati fondasi perekonomian yang cukup sentral 
tetapi pada kenyataannya akses terhadap permodalan masih belum maksimal. Ini 
dikarenakan usaha yang dijalankan UMKM lebih bersifat mandiri tanpa memiliki 
grup atau dibawah grup seperti industri besar. Kebanyakan produksinya adalah dalam 
bentuk barang yang masih menggunakan teknologi rendah. Karena bercirikan 
perekonomian daerah, maka mempengaruhi juga orientasi pasar UMKM, tentu hal ini  
yang membuatnya terkadang sulit untuk mengakses permodalan dari institusi 
keuangan formal karena latar usahanya yang bisa dikategorikan unbankable atau juga 
kelompok defisit. (Rifa'i, 2017) 
Bank Indonesia melalui programnya yaitu financial inclusion bekerjasama 
dengan perbankan untuk meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan 
dengan mengeluarkan produk pembiayaan khusus UMKM yaitu KUR (Kredit Usaha 
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Rakyat). KUR disalurkan oleh bank-bank pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah (provinsi) yang disebut bank-bank pelaksana. 
Program KUR telah disalurkan pemerintah sejak tahun 2007 sampai dengan 
saat ini, telah melalui beberapa evolusi kebijakan, khususnya skema penyalurannya. 
KUR yang disalurkan pada tahun 2007-2014 menggunakan skema Imbal Jasa 
Penjaminan (IJP), sedangkan KUR generasi kedua yang disalurkan sejak Agustus 
2015 sampai dengan saat ini, disalurkan dengan skema subsidi bunga. 
KUR merupakan kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yang dibiayai 
sepenuhnya dari dana perbankan, diberikan kepada UMKM dan juga koperasi baru 
yang produktif  dan secara bisnis layak, namun dari sudut pandang perbankan belum 
layak atau belum bankable, dengan plafon kredit maksimal Rp 500 juta. Yang 
dimaksud dengan usaha yang layak, namun tidak bankable adalah usaha yang 
memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan 
pinjaman, namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai persyaratan yang 
ditetapkan oleh perbankan. (Tambunan, 2017) 
  KUR bukan hanya disalurkan melalui perbankan konvensional saja tetapi 
juga perbankan syariah dengan menggunakan akad jual beli (murabahah). Deputi 
Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Yuana 
Setyowati mencatat realisasi penyaluran KUR syariah baru dilakukan satu lembaga 
keuangan, yakni BRI Syariah. Selain BRI Syariah, Kemenkop UKM juga mencatat 
penyaluran KUR Syariah melalui BPD NTB Syariah. Per November 2018, realisasi 
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KUR dari kedua lembaga ini mencapai Rp 717,51 miliar. (m.republika.co.id/diakses 
pada 13 Februari 2019) 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Jawa Tengah sebagai provinsi 
terbanyak yang menyalurkan KUR dari bank konvensional maupun bank syariah  
untuk UMKM di Indonesia dengan total nilai Rp 21,22 triliun atau mencapai 17,63% 
terhadap total penyaluran secara nasional yang mencapai Rp 120,34 triliun. Kepala 
OJK Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Aman Santosa 
mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang sudah diriset dengan potensi besar pada 
UMKMnya diantaranya Kabupaten Demak, Jepara, Pekalongan, Wonogiri, dan 
Surakarta dengan jumlah UMKM yang relatif banyak. (m.solopos/diakses pada 28 
April 2019) 
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta pada tahun 
2016, jumlah UMKM di Kota Surakarta sebanyak 42.788 dengan 9 sektor usaha. 
Komposisi terbanyak berada di sektor perdagangan, perhotelan dan restoran dengan 
jumlah 31.281. Namun, pelaku usaha yang menggunakan produk KUR Syariah di 
BRI Syariah KC Solo Veteran hanya sebanyak 137 per Januari 2019.    
Dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui seberapa besar 
pengaruh financial inclusion dengan empat pilar yang terdapat pada SNKI terhadap 
pendapatan UMKM. Penulis melakukan observasi pada pedagang/pelaku UMKM 
yang telah menjadi nasabah produk KUR Syariah di BRI Syariah KC Solo Veteran. 
Maka dari itu penelitian ini diberi judul: “Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap 
Pendapatan UMKM di Kota Surakarta” 
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1.2. Identifikasi Masalah 
1. Indeks inklusi keuangan syariah tahun 2016 sebesar 11,06% namun indeks 
literasi keuangan syariah hanya 8,11%. Rendahnya literasi keuangan 
syariah membuat kemampuan berhitung masyarakat terkait produk dan 
layanan jasa keuangan  seperti kemampuan menghitung bunga, angsuran, 
hasil investasi, biaya penggunaan produk, denda, dan inflasi hanya 
36.02% . 
2. Kurang optimalnya pembiayaan KUR Syariah di wilayah Kota Surakarta 
yang dilakukan oleh BRI Syariah KC Solo Veteran. Hal ini terbukti 
dengan hanya tercatatnya 137 nasabah KUR Syariah per Januari 2019, 
jumlah tersebut terlampau jauh dengan  jumlah UMKM di Kota Surakarta 
sebanyak 42.788. 
1.3.Batasan Masalah 
1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian diambil dari 
program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yaitu; edukasi 
keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, fasilitas intermediasi 
dan saluran distribusi, serta perlindungan konsumen. 
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada 
pendapatan UMKM di Surakarta. 
3. Objek penelitian yang digunakan hanya nasabah KUR Syariah di 
Surakarta yang terdaftar di  BRI Syariah KC Solo Veteran. 
  
12 
 
 
1.4. Rumusan Masalah 
1. Apakah ada pengaruh edukasi keuangan terhadap pendapatan UMKM di 
Kota Surakarta ? 
2. Apakah ada pengaruh layanan keuangan pada sektor pemerintah terhadap 
pendapatan UMKM di Kota Surakarta? 
3. Apakah ada pengaruh fasilitas intermediasi dan saluran distribusi terhadap 
pendapatan UMKM di Kota Surakarta? 
4. Apakah ada pengaruh perlindungan konsumen.terhadap pendapatan 
UMKM di Kota Surakarta? 
1.5. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh edukasi keuangan terhadap pendapatan 
UMKM di Kota Surakarta. 
2. Untuk mengetahui pengaruh layanan keuangan pada sektor pemerintah 
terhadap pendapatan UMKM di Kota Surakarta. 
3. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas intermediasi dan saluran distribusi 
terhadap pendapatan UMKM di Kota Surakarta. 
4. Untuk mengetahui pengaruh perlindungan konsumen.terhadap pendapatan 
UMKM di Kota Surakarta. 
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1.6. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 
terkaitu, yaitu: 
1. Bagi peneliti 
Menambah wawasan keilmuan tentang keuangan inklusi pegadaian 
syariah pada umumnya terutama tentang tema yang diangkat serta menjadi 
pemacu untuk membantu lembaga keungan dalam menjalankan program 
keuangan inklusi.. 
2. Bagi akademisi 
Menambah keilmuan serta memacu akademisi untuk melakukan penelitian 
lanjutan terkait tema yang diangkat, sehingga keuangan inklusi dapat 
diterapakan di semua lapisan masyarakat. Serta dapat membantu lembaga 
keuangan bank atau non bank dan pemerintah untuk meningkatkan 
program keuangan inklusi. 
3. Bagi peneliti berikutnya yang mengkaji tentang keuangan inklusi 
Tema penelitian tentang keuangan inklusi belum banyak dilakukan. 
Terutama untuk sektor mikro potensial yang jarang diperhatikan. 
Sehingga temuan dalam penelitian ini bisa dijadikan rujukan. 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir  
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1.8.  Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 
dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi 
mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Penulisan ini 
dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
 BAB I PENDAHULUAN 
Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Isi dari bab pendahuluan ini 
merupakan pengembangan dari proposan skripsi. 
 BAB II LANDASAN TEORI 
Landasan teori menguraikan tentang landasan teori, hasil penelitian 
terdahulu, kerangka berfikir serta hipotesis yang merupakan jawaban 
sementara dari sesuatu yang diteliti. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelitian, populasi sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber 
data, teknik pengambilan data, variabe penelitian, definisi operasional 
variable, serta teknik analisis data. 
 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data 
dan interpretasi hasil pengolahan data 
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BAB V PENUTUP 
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 
dilakukan, keterbatasan penulis, serta saran-saran yang dapat diberikan 
kepada UMKM dan pihak-pihak yang membutuhkan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori  
2.1.1 Pendapatan 
Pendapatan secara umum adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan 
dari aktivitas operasional penjualan produk atau jasa kepada pelanggan, sumber 
pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan operasi dan non operasi. Pendapatan 
operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan. 
Sedangkan pendapatan non operasi adalah pendapatan yang diperoleh buka dari 
kegiatan utama perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu biaya yang 
timbul dari perolehan mengolah produk, dan harga jual yang mempengaruhi volume 
penjualan dan besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi. 
Menurut Puspitasari (2014), pendapatan merupakan perolehan nilai atau hasil 
atas pengorbanan atau usaha seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan guna 
pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut John dkk (2009), dikutip dalam Senda (2018), 
terdapat hubungan positif antara pendapatan (income) dengan perilaku manajemen 
keuangan yang bertanggung jawab. Artinya semakin baik pendapatan maka semakin 
baik dan bertanggung jawab perilaku keuangannya.  
Pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam 
memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk mempertahankan diri dan pertumbuhan. 
Seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan 
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disebut earnings process. Secara garis garis besar earnings process menimbulkan dua 
akibat yaitu pengaruh positif atau pendapatan dan keuntungan, dan pengaruh negatif 
atau beban dan kerugian. 
Tujuan pokok dijalankannya suatu usaha perdagangan adalah untuk 
memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya. 
Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk uang, dimana uang adalah suatu alat 
untuk membayar atau alat tukar. (Samuelson da Nordhaus, 1997) 
Menurut Skousen (2001) dalam Marcella dan Syafitri (2013) pendapatan 
selalu diakui pada saat kriteria penting telah terpenuhi: 
a. Pendapatan sudah diselesaikan (peusahaan melakukan sesuatu) 
Gade (2005) dalam Rozak (2009) menambahkan, dimana pada saat barang 
dan jasa telah dipertukarkan untuk kas dan piutang. 
b. Kas, atau keabsahan janji untuk pembayaran dimasa mendatang sudah 
diterima (perusahaan sudah menerima suatu sebagai pengembalian. 
Dua dasar pengakuan pendapatan secara umum adalah: 
1. Accrual Basis, dasar aktual ini mengakui pendapatan pada saat periode 
terjadinya transaksi pendapatan. Artinya, pengaruh transaksi dan peristiwa 
lain diakuinya ketika kejadian meskipun kas belum diterima oleh perusahaan. 
2. Cash Basis, dasar tunai merupakan pendapatan yang diakui ketika uang 
diterima atau ketika uang dikeluarkan. Penjualan barang atau jasa hanya dapat 
diperhitungkan pada saat tagihan diterima. 
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Pengukuran dalam penelitian ini pendapatan yang dimaksud adalah total 
penerimaan. Total penerimaan adalah jumlah total yang diterima oleh UMKM dari 
penjualan produknya (Damariyah, 2015) 
Menurut A Eachern (2001) dalam Artianto (2015) penerimaan total dalam 
rumus matematik adalah: 
TR: Q X P  
 Dimana: TR : Total Revenue/Total Penerimaan 
   Q   : Quantity/Jumlah barang yang terjual atau diproduksi 
   P    : Price/Harga Jual 
Pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan kotor dan pendapatan 
bersih. Pendapatan kotor adalah hasil penjualan barang dagangan atau jumlah omset 
penjualan. Pendapatan bersih adalah penerimaan hasil penjualan dikurangi pembelian 
bahan, biaya transportasi, retribusi, dan biaya makan atau pendapatan total dimana 
total dari penerimaan (revenue) dikurangi total biaya (cost) (Firdausa, 2012). 
 
2.1.2  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki 
karakteristik yang hampir seragam (Kuncoro, 2007), ada empat karakteristik yang 
dimiliki oleh kebanyakan UMKM di Indonesia: 
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a. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan 
operasi. Rendahnya akses terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga 
merekacenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri 
atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang, perantara 
bahkan renternir. 
b. Sebagian besar usaha ini belum memiliki status badan hukum. 
c. Hampir sepertiga UMKM bergerak pada kelompok usaha makanan, minuman, 
tembakau, kayu, bambu, rotan, rumput dan termasuk perabot rumah tangga. 
Tabel 2.1 
Penggolongan UMKM 
 
Sektor Keterangan Kriteria 
Usaha Mikro Usaha produktif milik 
orang perorangan atau 
badan usaha perorangan 
yang memenuhi kriteria 
usaha mikro 
a) Memiliki kekayaan bersih 
paling banyak Rp 
50.000.000,00 tidak 
termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha;  
b) Memiliki hasil penjualan 
tahunan paling banyak Rp 
300.000.000. 
Usaha Kecil Usaha ekonomi produktif 
yang mandiri, yang 
dilakukan oleh orang 
perseorangan atau badan 
usaha yang bukan 
merupakan anak 
perusahaan atau cabang 
perusahaan 
a) Memiliki kekayaan bersih 
lebih dari Rp 
50.000.000,00 sampai 
dengan paling banyak Rp 
500.000.000,00 tidak 
termasuk tanah  dan 
bangunan tempat usaha;  
b) Memiliki hasil penjualan 
tahunan lebih dari Rp 
300.000.000,00 sampai 
paling banyak Rp 
2.500.000.000,00. 
Usaha 
Menengah 
Usaha ekonomi produktif 
yang mandiri yang 
a) Memiliki kekayaan bersih 
lebih dari Rp 
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dilakukan oleh 
perseorangan  atau badan 
usaha yang bukan 
merupakan anak 
perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki 
dikuasai atau menjadi 
bagian baik langsung 
maupun tidak langsung. 
500.000.000,00 sampai 
dengan paling banyak Rp 
10.000.000.000,00 tidak 
termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; b) 
Memiliki hasil penjualan 
tahunan lebih dari Rp 
2.500.000.000,00 sampai 
dengan paling banyak Rp 
50.000.000.000,00. 
Sumber : UU Nomor 20 Tahun 2008 
Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada 
aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan 
bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai 
dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam 
tiga jenis, yaitu 1) Usaha mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2) Usaha kecil (jumlah 
karyawan 30 orang); 3) Usaha menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang). 
(Bank Indonesia, 2015) 
Menurut Bank Indonesia dan LPPI, dalam perspektif usaha UMKM 
diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu: 
1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima 
2. UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun 
kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya 
3. Usaha kecil dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha 
dengan menjalin kerjasama dan ekspor 
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4. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang 
cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. 
 
2.1.3  Inklusi Keuangan 
Sejak tahun 2000an, inklusi keuangan telah secara luas digunakan sebagai 
fokus utama kebijakan di banyak pemerintahan dan bank sentral untuk membangun 
negaranya. Di India, inklusi keuangan menekankan pada proses untuk memastikan 
bahwa akses terhadap sistem jasa keuangan dan kredit yang memadai bagi 
masyarakat miskin dengan biaya yang terjangkau (Rangrajan Committee, 2013). Di 
Peru, Reyes (2010) mengungkapkan pentingnya perluasan akses bagi sebagai besar 
masyarakat terhadap portofolio produk dan jasa keuangan, seperti pinjaman, deposito, 
asuransi, pension, sistem pembayaran, serta mekanisme pendidikan keuangan dan 
perlindungan konsumen. 
Di Indonesia, inklusi keuangan menjadi strategi nasional untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat 
kemiskinan, dan stabilittas sistem keuangan (Hadad, 2010). Hak setiap individu 
dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya 
yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin 
berpendapatan rendah, masyarakt miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat 
yang hidup di pelosok (Bank Indonesia, 2014) 
Pemerintah menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui 
koordinasi antara Bank Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
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Kemiskinan (TNP2K), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan. 
Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif didefinisikan sebagai 
hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan 
secara tepat waktu, nyaman, informative, dan terjangkau biayanya, dengan 
penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia 
bagi seluruh segmen masyaraka, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, 
orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil. 
Layanan keuangan yang disediakan haris dapat diterima oleh masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan. 
Selain itu, layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi 
hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keuangan inklusif suatu negara 
dapat disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi, infrastruktur, dan edukasi masyarakat 
(Pais, 2011). Dalam hal ini, yang termasuk kategori sosial ekonomi antara lain jumlah 
angka melek huruf, pendapatan perkapita, dan pengangguran. Sementara itu, untuk 
kategori infrastruktur dapat berupa jaringan jalan aspal. 
a. Pendekatan dan Prinsip Inklusi Keuangan 
1. Pendekatan Inklusi Keuangan 
a. Kombinasi dari empat konsep utama yang saling menguatkan yaitu 
mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem 
keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta 
mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah. 
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b. Identifikasi penyelesaian permasalahan yang menghambat perluasan 
akses kepada semua lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan 
dan peluang kegiatan ekonomi produktif dengan mempertimbangkan 
best practices dan lesson learned dari domestika dan internasional. 
c. Upaya yang selaras dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan pada sektor public, swasta, dan masyarakat. 
2. Prinsip Inklusi Keuangan 
a. Kepemimpinan (leadership): menumbuhkan komitmen pemerintah 
dan otoritas keuangan terhadap peningkatan inklusi keuangan. 
b. Keragaman (diversity): mendorong ketersediaan berbagai layanan 
keuangan oleh penyedia layanan keuangan yang beragam. 
c. Inovasi (innovation): mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan 
sebagai sarana untuk memperluas akses dan penggunaan sistem 
keuangan. 
d. Perlindungan (protection): mendorong pendekatan yang komprehensif 
bagi perlindungan konsumen yang melibatkan peran seluruh 
pemangku kepentingan pada sektor public, swasta, dan masyarakat. 
e. Pemberdayaan (empowerment): mengembangkan literasi keuangan 
dan kemampuan keuangan masyarakat. 
f. Kerjasama (cooperation): memperkuat koordinasi dan mendorong 
kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, 
swasta, dan masyarakat. 
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Inklusi keuangan menekankan penyediaan layanan keuangan 
berdasarkan kebutuhan yang berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap 
kelompok masyarakat. Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, 
kegiatan inklusi keuangan difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi 
oleh layanan keuangan formal yaitu masyarakat berendapatan rendah, pelaku 
usaha mikro dan kecil, serta masyarakat yang merupakan lintas kelompok. 
Masyarakat lintas kelompok, yaitu 1) pekerja migran; 2) wanita; 3) 
masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), antara lain 
anak terlantar, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana, 
dan mantan tunasusila; 4) masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan 
pulau-pulau terluar dan 5) pelajar, mahasiswa, dan pemuda. 
Masyarakat berpendapatan rendah adalah kelompok masyarakat 40% 
berpendapatan terendah berdasarkan Basis Data Terpadu yang bersumber dari 
hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang 
dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Kelompok ini memiliki akses 
terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan yang 
mencakup masyarakat penerima bantuan sosial, program pemberdayaan 
masyarakat, dan wirausaha yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk 
memperluas usaha. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil merupakan 
pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
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Inklusi keuangan juga memerlukan peran yang lebih aktif oleh 
lembaga dan pemerintah untuk melengkapi program usaha lembaga keuangan 
mikro dan bank swasta. Hal ini juga memerlukan ide inovatif dan kebijakan 
untuk memastikan bahwa masyarakat yang cenderung kurang terlayani oleh 
pasar keuangan memperoleh akses yang lebih besar terhadap produk dan jasa 
keuangan (Culpeper, 2012). Kekurangan pada lingkungan sosial dan pribadi 
juga berkontribusi pada lemahnya tingkat inklusi keuangan, dan harus 
dipandang sebagai penghalang utama untuk pelaksanaan inklusi keuangan. 
Inklusi keuangan juga bukanlah fenomena monolotik dan harus mulai 
dipelajari secara bertahap, mulai dari memiliki rekening bank hingga 
memanfaatkan sepenuhnya instrument keuangan modern (R. Cnaan, 2012) 
b. Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif 
1. Edukasi Keuangan 
Menurut Nababan dan Isfenti (2011) financial education merupakan 
proses panjang yang memacu individu untuk memiliki rencana keuangan di 
masa depan demi mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya 
hidup yang mereka jalani. Edukasi keuangan dijadikan sebagai alat mengatasi 
permasalahan rendahnya tingkat melek keuangan, namun masih merupakan 
tantangan besar diterapkan di Indonesia. 
Edukasi keuangan merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan 
kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan 
pemahaman (pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan 
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jasa keuangan. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan 
dam kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan; b) pengetahuan dan 
kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan; c) perlindungan 
nasabah; dan d) keterampilan mengelola keuangan. 
Program edukasi keuangan diharapkan bisa meningkatkan literasi 
keuangan masyarakat yang diindikasikan oleh pengetahuan dan kecerdasan 
masyarakat untuk mengelola uang secara lebih bijak (Zia, 2012). Program 
edukasi keuangan bisa bermanfaat bagi masyarakat pada berbagai usia 
maupun tingkat pendapatan (OECD, 2005).  
Menurut Gnan et.al (2007), terdapat alasan mengapa program edukasi 
keuangan sangat penting dilakukan: 
a. Untuk meningkatkan efektifitas dari  kebijakan moneter 
b. Memastikan fungsi kerja pasar keuangan berjalan lancer 
c. Mendukung kebijakan ekonomi yang berkelanjutan 
d. Mendorong literasi keuangan sebagai barang publik (public good) 
e. Membangun reputasi positif bank sentral di mata masyarakat 
sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih mudah untuk 
diterima masyarakat. 
Kecerdasan keuangan dalam persaingan modern saat ini mutlak 
diperlukan oleh masyarakat. Karena kecerdasan keuangan meliputi 
bagaimana seseorang mengelola keuangannya dengan baik merupakan 
modal untuk memperbaiki kesejahteraan masing-masih individu. 
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Seringkali kegagalan individu dalam mengelola keuangan bukan 
disebabkan karena rendahnya pendapatan individu tersebut, melainkan 
pada faktor ketidaktahuan individu dalam mengalokasikan pendapatan 
yang diterima pada pos-pos tertentu. 
Otoritas Jasa Keuangan (2013), menyatakan bahwa salah satu misi 
penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi 
dibidang keuangan. Hal ini dilakukan agar masyarakat  dapat mengelola 
keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri 
keuangan dapat teratasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-
produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka 
pendek tanpa mempertimbangkan risikonya. 
2. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi 
Definisi secara umum dari lembaga keuangan adalah setiap 
perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, 
menyalurkan dana atau kedua-duanya. Lembaga keuangan dilihat dari 
jenisnya, terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non 
bank. 
Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang 
berbentuk bank yaitu bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, 
pengumpul dana dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan 
penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan ekonomi 
(Hasibuan, 1994) 
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Berdasarkan pengertian di atas maka dalam distribusi diperlukan 
adanya penyalur. Hal tersebut dikenal dengan saluran distribusi. Saluran 
distribusi adalah saluran yang dibutuhkan produsen untuk menyalurkan 
barang dan jasa agar sampai ke tangan konsumen ataupun pemakai 
industri lainnya (Keegan, 2003). Pendapat yang sama juga dikemukakan 
oleh Kotler (2007), saluran distribusi adalah perangkat organisasi yang 
berguna untuk membuat produk atau jasa menjadi bisa dikonsumsi atau 
digunakan oleh konsumen ataupun pengguna bisnis lainnya. saluran 
distribusi juga disebut dengan saluran pemasaran atau saluran 
perdagangan. 
Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa saluran 
distribusi berkaitan dengan penyampaian barang/jasa dari produsen ke 
konsumen, sehingga saluran distribusi memegang peran penting. Jika 
kualitas saluran distribusi yang dilakukan baik maka akan menimbulkan 
loyalitas konsumen. 
Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan adalah salah 
satu pilar dalam keuangan inklusif yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 
Pilar ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan 
keberadaan segmen yang potensial di masyarakat, sekaligus mencari 
beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa 
keuangan (Bank Indonesia, 2014). Hal ini dikarenakan pentingnya 
memfasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan yang menekan 
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pada upaya meningkatkan kesadaran lembaga keuangan terhadap 
kelompok masyarakat potensial untuk memperoleh jasa keuangan. 
Beberapa aspek pilar ini menurut Booklet Keuangan Inklusif (2014), 
meliputi: 
a. Fasilitas forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga 
keuangan dengan kelopok masyarakat produktif untuk mengatasi 
masalah informasi yang asimetris. 
b. Peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan 
skala usaha. 
c. Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran 
distribusi, inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip 
kehati-hatian. 
3. Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah 
Menurut Torirido (2015), bahwa pemerintah merupakan suatu sistem 
yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, 
ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Layanan 
keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata 
kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana 
pemerintah secara nontunai (Peraturan Presiden, 2016). 
Peran pemerintah dalam bidang ekonomi adalah menanggulangi 
kemiskinan yaitu dengan mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar 
mengembangkan usahanya (UMKM) dan dalam pemberdayaannya 
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pemerintah memerlukan partisipasi masyarakat. Sehingga masyarakat 
mampu berperan aktif dalam mengembangkan usahanya. Kemandirian ini 
juga membuat masyarakat bisa mengembangkan sektor home industry 
secara kreatif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mampu untuk 
mensejahterakan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. 
4. Perlindungan Konsumen 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai setiap 
orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain 
dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen 
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 
memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen 
memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap 
barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan 
barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau 
jasa tersebut.  
Menurut Rosmawati (2018), cakupan perlindungan konsumen dapat 
dibedakan dalam dua aspek, yaitu: 
a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada 
konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 
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b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil 
kepada konsumen. 
Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman 
kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan dan 
memastikan lembaga keuangan menjalankan prinsip perlindungan 
konsumen yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan 
dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta 
penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya 
terjangkau. 
Dalam perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang 
melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat 
meliputi: 
1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas 
karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produksi. 
2. Meminta lembaga keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila 
kegiatan tersebut beroperasi merugikan masyarakat. 
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan disektor jasa keuangan. 
 
2.1.4 Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja 
dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha 
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dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki 
agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 
KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada 
kegiatan UMKM serta koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun 
belum bankable dengan plafond pinjaman sampai dengan Rp 500.000.000,00 
yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Yang dimaksud dengan usaha 
produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat 
memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku 
usaha. Usaha layak adalah usaha yang dilakukan para calon debitur mampu 
membayar bunga dan dapat mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok 
kredit dalam waktu yang sudah disepakati antara bank pelaksana dan debitur. 
Sedangkan yang dimaksud dengan belum bankable adalah UMKM yang 
belum memenuhi persyaratan pembiayaan dari bank pelaksana dalam 
penyediaan agunan atau dapat dikatakan belum mampu memenuhi 
persyaratan pembiayaan dari bank pelaksana. Dalam hal penjaminan, 
penjaminan sebesar 70% berasal dari pemerintah terhadap risiko KUR dan 
30% sisanya ditanggung oleh bank pelaksana (Utami, 2015) 
Program KUR telah disalurkan pemerintah sejak tahun 2007 sampai 
dengan saat ini, telah melalui beberapa evolusi kebijakan, khususnya skema 
penyalurannya. KUR yang disalurkan pada tahun 2007-2014 menggunakan 
skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP), sedangkan KUR generasi kedua yang 
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disalurkan sejak Agustus 2015 sampai dengan saat ini, disalurkan dengan 
skema subsidi bunga. 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009  tentang 
Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat, terdapat beberapa ketentuan yang 
disyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut: 
a. UMKM yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif 
yang layak namun belum  bankable  dengan beberapa berikut: 
1. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit dari 
perbankan. 
2. Fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum 
pernah mendapat kredit dari program lain. 
3. Kesepakatan KUR diperjanjikan oleh Bank Pelaksana dengan UMKM. 
b. KUR terbagi menjadi dua yakni KUR Retail dan KUR Mikro. Plafond 
yang ditetapkan untuk KUR Retail adalah di atas Rp 20.000.000,- sampai 
dengan Rp 500.000.000,- dengan tingkat suku bunga sebesar maksimal 
14% efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas 
rekomendasi Komite Kebijakan. Sedangkan untuk plafond KUR Mikro 
maksimal Rp 25.000.000,- dengan tingkat suku bunga 22% efektif per 
tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi 
Komite Kebijakan. 
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c. Keputusan untuk memberikan pinjaman berupa KUR diputuskan oleh 
bank pelaksana sesuai dengan kelayakan usaha dengan asas-asas 
perkreditan yang sehat dan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Seluruh program keuangan inklusif di Indonesia, yang salah satunya 
adalah KUR merupakan langkah pemerintah dalam mendorong perluasan 
akses layanan keuangan formal kepada penduduk dewasa di Indonesia. 
Melalui program-program tersebut, diharapkan angka kemiskinan akan 
semakin menurun serta pertumbuhan ekonomi akan semakin merata. 
 
2.1.5 Hubungan antar variabel 
a. Edukasi keuangan dengan pendapatan 
 Edukasi keuangan merupakan proses dimana pengetahua konsumen 
keuangan (investor) atas berbagai produk dan layanan jasa keuangan, konsep 
risiko, dan return. Hal tersebut bisa ditingkatkan melalui pemberian 
informasi, instruksi, saran sehingga kecakapan dan rasa percaya diri mereka 
akan lebih tinggi dalam pembuatan keputusan atas pengelolaan keuangan 
secara bijaksana.  
Kecerdasan keuangan meliputi bagaimana seseorang mengelola 
keuangannya dengan baik merupakan modal untuk memperbaiki 
kesejahteraan masing-masih individu. Seringkali kegagalan individu dalam 
mengelola keuangan bukan disebabkan karena rendahnya pendapatan individu 
tersebut, melainkan pada faktor ketidaktahuan individu dalam 
35 
 
 
 
mengalokasikan keuangannya yang diterima pada pos-pos tertentu. Ketika 
pelaku usaha mampu mengalokasikan keuangan mereka ke pos-pos yang tepat 
maka akan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Hal tersebut akan 
meningkatkan pendapatan. 
b. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi dengan pendapatan 
 Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan 
akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat, sekaligus mencari 
beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa 
keuangan. Hal ini dikarenakan pentingnya memfasilitasi intermediasi dan 
saluran distribusi keuangan yang menekan pada upaya meningkatkan 
kesadaran lembaga keuangan terhadap kelompok masyarakat potensial untuk 
memperoleh jasa keuangan.  
 Lembaga keuangan sebagai fasilitator dalam membantu masalah 
permodalan yang dialami sebagian besar pelaku UMKM. Ketika akses 
masyarakat terutama pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan tergolong 
mudah. Maka pelaku UMKM juga akan mudah untuk memperoleh 
pembiayaan dan tambahan modal kerja dari lembaga keuangan yang selama 
ini menjadi masalah utama pelaku UMKM. Hal tersebut akan membantu 
keberlangsungan usaha mereka. Tambahan modal dari pembiayaan akan dapat 
digunakan untuk mengembangkan usaha, peningkatan kualitas produk serta 
pendistribusian produk mereka sehingga akan ada peningkatan pendapatan. 
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c. Layanan keuangan pada sektor pemerintah dengan pendapatan 
 Layanan keuangan pada sektor pemerintah sangat penting  dalam 
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran melalui UMKM. Peran 
pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat harus mengutamakan partisipasi 
masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berperan aktif serta mandiri dalam 
mengembangkan usahanya.  
 Bentuk keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan UMKM 
di Indonesia adalah dengan adanya KUR (Kredit Usaha Rakyat). KUR 
didesain untuk memberikan akses yang mudah bagi pelaku UMKM dalam 
mendapatkan pembiayaan dengan plafond rendah, perssyaratan yang mudah, 
bunga rendah, serta tidak dipersyaratkan untuk menggunakan jaminan. Maka 
secara langsung akan berpengaruh terhadap UMKM yang selama ini tidak 
mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bukan karena mereka jauh 
dari lembaga/ kesulitan mengakses lembaga keuangan tetapi karena mereka 
tidak memiliki jaminan dan terlampau berat dalam membayar bunga yang 
tinggi. Artinya semakin banyak KUR yang bisa diakses oleh masyarakat maka 
semakin banyak pula UMKM yang mendapat pembiayaan KUR sehingga 
akan menghasilkan tambahan pendapatan kepada UMKM. 
d. Perlindungan konsumen dengan pendapatan 
 Secara umum, upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di 
sektor jasa keuangan meliputi upaya bersifat pencegahan (preventif) dan 
bersifat penaggulangan (repesif). OJK menanggapi, bentuk upaya 
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pencegahan meliputi memberikan informasi dan edukasi tentang karakteristik 
sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya serta meminta lembaga jasa 
keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut 
merugikan masyarakat. Sedangkan bentuk upaya penanggulangan meliputi 
penyiapan perangkat pelayanan pengaduan konsumen, membuat mekanisme 
pengaduan konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen. 
 Prinsip perlindungan konsumen keuangan perlu diimplementasikan 
oleh lembaga jasa keuangan dalam rangka mewujudkan keberdayaan 
konsumen, yang diukur dari keterampilan konsumen dalam mengelola dan 
memanfaatkan produk dan layanan jasa keuanga, kesadaran konsumen dalam 
mengetahui hak-haknya serta keyakinan konsumen dalam hal 
memperjuangkan haknya dalam bentuk perilaku berani menyampaikan 
keluhan atas penggunaan produk dari lembaga jasa keuangan. 
 Keberanian konsumen dalam menyampaikan keluhan akan 
meminimalisir adanya kerugian. Hal seperti kesalahan pencatatan 
perhitungan dan fakta terkait transaksi keuangan yang bisa menyebabkan 
kerugian secara finansial dan akan berdampak pada pendapatan jika mereka 
adalah pelaku udaha seperti UMKM. 
 Dengan adanya perlindungan yang dilakukan oleh OJK, maka aspek 
transparansi yang terkait dengan produk dan jasa keuangan akan semakin 
meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan 
informasi bagi konsumen dan masyarakat sehingga akan menjadi lebih 
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paham dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh 
lembaga keuangan. 
 
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan  
Tabel 2.2 
Penelitian yang Relevan 
Variabel 
Peneliti, Metode 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Analisis 
Faktor-Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Pendapatan 
Pedagang 
Pasar Seni 
Sukawati 
Gianyar 
Artaman dkk 
(2015), 
metode 
kuantitatif, 
sampel 89 
responden 
Hasil penelitian menunjukkan 
variabel modal usaha, lama usaha, 
dan lokasi usaha mempunyai 
pengaruh positif kepada 
pendapatan pedagang Pasar Seni 
Sukawati sedangkan variabel jam 
kerja dan parkir secara parsial 
berpengaruh negatif terhadap 
pendapatan pedagang Pasar Seni 
Sukawati. Modal usaha adalah 
variabel yang dominan yang 
mempengaruhi pendapatan 
pedagang, maka dari itu variabel 
modal usaha 
mempunyai peranan penting dalam 
upaya untuk 
meningkatkan pendapatan 
pedagang. 
Tidak 
ada 
saran 
Pengaruh 
Modal, Jam 
Kerja, Lokasi 
Usaha, dan 
Pembinaan 
Terhadap 
Pendapatan 
Mitra UMKM 
Indomaret di 
Kota Malang 
Soliha dan 
Hoetoro, (2016), 
metode 
kuantitatif, 
sampel 60 
responden. 
Hasil pengujiian: 1) Secara 
simultan variabel modal, jam 
kerja, lokasi usaha, dan pembinaan 
memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan 
mitra UMKM 
Indomaret di Kota Malang. 2) 
Secara parsial variabel modal, jam 
kerja, lokasi usaha, dan pembinaan 
memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan 
mitra UMKM Indomaret di Kota 
Memasu
kkan 
lebih 
banyak 
variable 
lagi 
dalam 
penelitia
n agar 
hasilnya 
lebih 
variatif 
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Malang. 
Pengaruh 
Modal Kerja, 
Lama Usaha, 
Jam Kerja, 
Lokasi Usaha 
dan Tingkat 
Pendidikan 
Terhadap 
Pendapatan 
Pedagang 
(Studi Kasus di 
Pasar Desa 
Pandansari 
Kecamatan 
Warungasem 
Kabupaten 
Batang) 
Damariyah, 
Metode 
kualitatif, 
sampel 54 
pedagang 
Secara parsial 
- Modal kerja berpengaruh 
signifikan terhadap 
pendapatan, 
- Lama usaha, jam kerja, lokasi 
usaha, tingkat 
pendidikan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pendapatan. 
- Hasil uji F diketahui bahwa 
variabel (modal kerja, lama usaha, 
jam kerja, lokasi usaha dan tingkat 
pendidikan) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap 
(pendapatan) 
Tidak 
ada 
saran 
Model Inklusi 
Keuangan pada 
UMKM 
Berbasis 
Pedesaan 
Setyani (2013), 
Analisis 
deskriptif dan 
analisis SWOT. 
Model inklusi keuangan untuk 
UMKM Batik di Kabupaten 
Klaten yaitu masuknya lemabaga 
keuangan dari segi permodalan 
yaitu berbentuk kredit bunga 
rendah dan KUR yang selanjutnya 
dilakukan pendampingan dari 
lembaga keuangan. Sedangkan 
dari segi pemasaran diperlukan 
pendampingan intensif, 
pemgikutsertaan pameran batik 
serta adversitement. 
 
The Financial 
Inclusion: A 
District Wise 
Study on 
Bangladesh 
Mochammad 
Omar Faruk dan 
Soeb Md. 
Shoayeb Noman, 
Analisis 
keuangan, 64 
distrik di 
Bangladesh  
Penelitian ini diukur dengan tiga 
dimensi untuk mengetahui yang 
paling inklusif yaitu jumlah 
cabang, deposito perkapita, dan 
kredi perkapita. Hasil penelitian 
menunjukkan inklusi keuangan 
telah meningkat dibeberapa 
kabupaten secara signifikan. 
Bank 
harus 
termotiv
asi untu 
mendiri
kan 
cabang 
di 
daerah 
pedesaa
n, 
memberi
40 
 
 
 
 
2.3. Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
kan 
kredit 
dengan 
suku  
bunga 
rendah 
dan 
memperl
uas 
lembaga 
keuanga
n mikro  
Financial Inclusion 
Edukasi Keuangan 
Fasilitas Intermediasi dan 
Saluran Distribusi 
Layanan Keuangan Pada 
Sektor Pemerintah 
Perlindungan Konsumen 
Variabel Independen 
Variabel Dependen 
Pendapatan UMKM 
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2.4. Hipotesis 
Menurut Sugiyono (2011: 99) hipotesis merupakan jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimat pertanyaan. 
1. Edukasi keuangan. Jika seseorang atau pelaku usaha memiliki pemahaman 
dan kesadaran yang baik tentang keuangan, maka akan cenderung menjadi 
lebih bijak dan cerdas dalam mengelola keuangan. Kecakapan dan rasa 
percaya tinggi otomatis akan memudahkan pelaku UMKM memilih 
produk yang tepat untuk mengembangkan usahanya. Apabila usahanya 
berkembang, maka pendapatan akan meningkat.  
Penelitian Latan (2015) menyatakan bahwa edukasi keuangan 
berpengaruh terhadap pendapatan. 
H1 : Edukasi keuangan berpengaruh terhadap pendapatan UMKM 
di Kota Surakarta. 
2. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi. Lembaga keuangan terutama  
bank merupakan lembaga intermediasi antara nasabah yang kelebihan 
dana dengan nasabah yang kekurangan dana.  Dana yang disimpan oleh 
bank merupakan dana pihak ketiga dari nasabah yang kelebihan dana. 
Dana tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku-pelaku 
usaha seperti UMKM untuk membantu permodalannya. Ketika pelaku 
UMKM dekat dengan lembaga intermediasi atau lembaga keuangan, maka 
pelaku UMKM menjadi lebih mudah dalam mengakses pembiayaan dan 
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mendapat tambahan modal kerja sehingga pelaku UMKM dapat 
menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. 
 Dalam penelitian Badriah (2009), Sunardi (2008) menyatakan bahwa 
fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan berpengaruh 
terhadap pendapatan. 
H2 : Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi berpengaruh terhadap 
pendapatan UMKM 
3. Layanan keuangan pada sektor pemerintah sangat penting  
dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran melalui UMKM. 
Peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM diwujudkan dalam 
pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat), dimana KUR memberikan  
akses mudah, bunga rendah, persyaratan yang mudah, serta tidak 
dipersyaratkan adanya jaminan. Hal tersebut akan memudahkan pelaku 
UMKM dalam memperoleh tambahan modal dari pembiayaan yang 
diberikan oleh lembaga keuangan, sehingga pelaku UMKM dapat 
mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan mereka. 
Penelitian Fitria Sari (2011), Wirawan, et.al. (2015) menyatakan 
bahwa layanan keuangan pada sektor pemerintah berpengaruh terhadap 
pendapatan. 
H3 : Layanan pada sektor pemerintah berpengaruh terhadap 
pendapatan UMKM 
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4. Perlindungan konsumen. Prinsip perlindungan konsumen keuangan perlu 
diimplementasikan oleh lembaga jasa keuangan dalam rangka 
mewujudkan keberdayaan konsumen, yang diukur dari keterampilan 
konsumen dalam mengelola dan memanfaatkan produk dan layanan jasa 
keuanga, kesadaran konsumen dalam mengetahui hak-haknya serta 
keyakinan konsumen dalam hal memperjuangkan haknya dalam bentuk 
perilaku berani menyampaikan keluhan atas penggunaan produk dari 
lembaga jasa keuangan. 
 Keberanian konsumen dalam menyampaikan keluhan akan 
meminimalisir adanya kerugian. Hal seperti kesalahan pencatatan 
perhitungan dan fakta terkait transaksi keuangan yang bisa menyebabkan 
kerugian secara finansial dan akan berdampak pada pendapatan jika 
mereka adalah pelaku usaha seperti UMKM. 
Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sumarni, et.al., 
yang menunjukkan bahwa perlindungan konsumen berpengaruh terhadap 
pendapatan. 
       H4 : Perlindungan konsumen berpengaruh terhadap pendapatan 
UMKM. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1.  Waktu Dan Wilayah Penelitian 
3.1.1.  Waktu 
 
 Penelitian ini dilakukan pada nasabah produk KUR Syariah yang tercatat di 
BRI Syariah KC Solo Veteran pada bulan Mei-Juni 2019. 
3.1.2.  Wilayah Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan oleh penulis di wilayah Kota Surakarta. 
3.2.  Jenis Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Yakni 
mengukur nilai satu atau lebih variable dalam sampel atau populasi dengan hasil 
penyajian penelitian dalam bentuk angka atau statistik. Metode ini digunakan untuk 
mengetahui financial inclusion terhadap pendapatan UMKM di Kota Surakarta. 
3.3.  Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1.  Populasi 
 
 Populasi penelitian adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah 
dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti (Supardi, 2005). 
Populasi diperlukan untuk penelitian-penelitian yang memiliki subjek penelitian yang 
banyak. Populasi dalam penelitian ini adalah semua nasabah produk KUR Syariah di 
BRI Syariah KC Solo Veteran untuk wilayah Surakarta yang berjumlah 137 UMKM. 
Jumlah tersebut diperoleh dari data anggota yang dimiliki oleh BRI Syariah KC Solo 
Veteran per Januari 2019. 
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3.3.2.  Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisitik yang dimiliki oleh 
populasi. Dapat juga diartikan bagian kecil dari suatu populasi yang karakteristiknya 
hendak diselidiki dan dianggap dapat mewakili dari keseluruhan populasi atau wakil 
populasi yang diteliti) (Endrayanto, 2012: 11).  
Peneliti mengambil sampel sebanyak Apabila subyeknya kurang dari 100, 
lebih baik peneliti mengambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 
populasi. Namun, jika jumlah subyeknya besar, peneliti dapat mengambil antara 
10%-15% atau 20%-25% atau lebih (Sangadji, 2010: 179). Peneliti mengambil 
ukuran minimum sampel 10% dari populasi menurut pendapat Gay (Sutama, 2012). 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25% X 137 = 34. Maka sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 34 nasabah produk KUR Syariah di 
BRI Syariah KC Solo Veteran. 
Pertimbangan lain penulis dalam menghitung sampel diatas karena 
keterbatasan penulis yang mengalami kesulitan dalam mengakses data nasabah KUR 
Syariah di Bank BRI Syariah KC Solo Veteran karena bersifat rahasia. Jadi, bank 
hanya bisa membantu penyebaran kuesinioner dalam pengambilan data dengan 
jumlah yang dibatasi pula. 
3.3.3.  Teknik Pengambilan Sampel 
 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling. Menurut Sugiyono (2010), purposive sampling adalah teknik untuk 
menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan 
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agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative. Syarat utama untuk 
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan produk 
Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah KC Solo Veteran. Dalam pengambilan sampel 
umumnya peneliti sudah menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang paling 
baik. 
3.4.  Data dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer. Data primer 
merupakan suatu data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber data pertama 
di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2011: 132).  
3.5.  Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penelitian ini adalah 
(Arikunto, 2013: 102) :  
3.5.1.  Metode Kuesioner 
 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya. Diharapkan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada setiap 
responden, peneliti dapat menghimpun data yang relevan dengan tujuan penelitian 
dan memiliki tingkat reliabilitas serta validitas yang tinggi (Sugiyono, 2013: 192). 
Penelitian dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas sehingga kuesioner 
dapat kontak secara langsung antara peneliti dengan responden. Responden dengan 
sukarela akan memberikan data obyektif dan cepat. Instrumen penelitian digunakan 
untuk mengukur variabel yang diteliti dan setiap instrument mempunyai skala 
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pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 
acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur 
sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 
kuantitatif.  
Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. 
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial ke dalam 5 poin skala dengan interval 
yang sama (Sugiyono, 2013: 136). 
1. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 
2. Setuju (S) diberi skor 4 
3. Netral (N) diberi skor 3 
4. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 
5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 
3.5.2.  Metode Studi Pustaka 
 Pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku yang membahas dan 
berhubungan dengan objek peneliti.  
3.6.  Variabel Penelitian 
Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut (Sugiyono, 2013: 
32). 
Variabel dalam penelitian ini adalah: 
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1. Variabel bebas (Variabel Independen)  
Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini 
variabel independennya adalah empat pilar dari Strategi Nasional Keuangan 
Inklusif yaitu edukasi keuangan, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, 
layanan keuangan pada sektor pemerintah, serta perlindungan konsumen. 
2. Variabel tergantung (Variabel Dependen) 
Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 
adanya variabel bebas. Dalam penelitian yang menjadi variabel terikat 
adalah pendapatan UMKM di Kota Surakarta (Y). 
3.7.  Definisi Operasional Variabel 
 Operasional variabel merupakan suatu definisi yang dirumuskan oleh peneliti 
tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk 
menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan 
penelitian. Definisi operasional untuk memberikan rujukan empiris apa saja yang 
dapat ditemukan di lapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep yang 
dimaksud sehingga konsep tersebut dapat diamati dan diukur (Wina Sajaya, 2011:18). 
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3.7.1.  Variabel Dependen 
Tabel 3.1 
Definisi dan Indikator Variabel Dependen 
No. Variabel 
Dependen 
Definisi Indikator 
1. Pendapatan Jumlah uang yang diterima oleh 
perusahaan dari aktivitas 
operasional penjualan produk atau 
jasa kepada pelanggan, sumber 
pendapatan diklasifikasikan 
menjadi pendapatan operasi dan 
non operasi. 
Jumlah 
pendapatan pelaku 
UMKM 
  
3.7.2.  Variabel Independen 
Tabel 3.2 
Definisi dan Indikator Variabel Independen 
No 
Variabel 
Independen 
Definisi Indikator 
1. Edukasi 
Keuangan 
Suatu upaya untuk meningkatkan 
pengetahuan masyarakat terhadap 
produk dan jasa keuangan, 
khususnya untuk rumah tangga 
miskin dan umkm 
Pengetahuan 
ragam produk dan 
jasa keuangan 
Pengetahuan 
tentang risiko dari 
produk keuangan 
Perlindungan 
nasabah 
Ketrampilan 
mengelola 
keuangan 
2. Fasilitas 
Intermediasi 
dan Saluran 
Distribusi 
 
Lembaga keuangan sebagai 
lembaga intermediasi yang harus 
sadar akan adanya segmen 
potensial untuk diberikan 
pembiayaan serta mengupayakan 
Hubungan antara 
lembaga keuangan 
dengan masyarakat 
produktif  
Adanya 
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peningkatan distribusi produk dan 
jasa keuangan.. 
peningkatan skala 
usaha 
Eksplorasi 
berbagai 
kemungkinan 
produk, layanan, 
jasa dan saluran 
distribusi inovatif  
3. Layanan 
Keuangan 
Pada Sektor 
Pemerintah 
 
Peran pemerintah dalam  
meningkatkan tata kelola dan 
transparansi pelayanan publik 
dalam penyaluran dana pemerintah 
secara nontunai 
 
Penyaluran 
bantuan sosial 
secara nontunai 
Transformasi 
subsidi nontunai 
Pembayaran 
nontunai 
Pengembangan 
penyaluran Kredit 
Usaha Rakyat 
(KUR) 
4. Perlindungan 
Konsumen 
Segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk 
memberikan perlindungan kepada 
konsumen 
Penerbitan 
Peraturan 
Perlindungan 
Konsumen Sektor 
Jasa Keuangan dan 
Sistem 
Pembayaran 
Adanya Lembaga 
Alternatif 
Penyelesaian 
Sengketa (LAPS)  
Penyusunan 
Standar Internal 
Dispute Resolution 
(IDR) 
Pengembangan 
sistem Financial 
Customer Care 
(FCC) 
Penyediaan 
layanan konsultasi 
serta fasilitasi atas 
penggunaan 
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produk sistem 
pembayaran 
Kegiatan Market 
Conduct 
 Sumber :Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 
3.8.  Teknik Analisis Data 
3.8.1.  Uji Instrumen 
1.8.1.1.  Uji Validitas 
 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
pernyataan. Menurut Ghazali (2011: 45), suatu kuesioner dikatakan valid jika 
suatu pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner tersebut mampu untuk 
mengungkap sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan 
untuk validitas adalah teknik korelasi moment dari pearson. Pengujian 
menggunakan program SPSS 20 dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-
masing pertanyaan dengan skor total. Nilai korelasi (r) dibandingkan dengan 
angka kritis dalam table korelasi ini digunakan taraf signifikan 5%, apabila rhitung> 
rtabel, atau P-value< alpha maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. 
1.8.1.2.  Uji Reliabitas 
Menurut Sarjono (2013: 35) menyatakan bahwa keandalan (reliabilitas) 
adalah suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut 
dilakukan tanpa bias (bebas kesalahan-error free). Teknik yang digunakan dalam 
uji reliabilitas adalah teknik Alpha Cronbach. Uji reliabilitas instrument 
menggunakan taraf signifikan 5%. Pengujian reliabilitas ini adalah dengan 
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menggunakan metode Alpha Cronbach yang dimana satu kuesioner dianggap 
reliabel apabila Alpha Cronbach > 0,600 (Kuncoro, 2013: 181). 
 
3.8.2.  Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik ini untuk menguji kelayakan suatu data sebelum menguji 
dengan analisis regresi berganda dalam suatu penelitian (Ghozali, 2011: 19). 
Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi : 
1.  Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diguanakan 
dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak (Sarjono, 2013: 53). Uji 
normalitas diamana akan menguji data variabel independen dan variabel 
dependen pada permsamaan regresi yang dihasilkan. Persamaan regresi dikatakan 
baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi 
mendekati normal atau normal sama sekali (Sunyoto, 2010: 103). Pengujian 
normalitas dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig. pada uji normalitas dengan 
menggunakan One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test. 
2. Uji Multikolinearitas 
Menurut Priyatno (2008: 39), multikolinearitas digunakan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, 
yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi 
(model persamaan regresi). Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas 
dilakukan dengan cara meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi 
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antara variabel independen dengan menggunakan variance inflation factor (VIF) 
dan tolerance value. Apabila nilai tolerance value lebih besar dari 0,1 dan nilai 
VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian. 
Sebaliknya, apabila nilai tolerance value kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar 
dari 10 maka terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2011: 92).   
a. Uji Heterokesdatisitas 
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 
disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi 
homokedastisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011: 105). 
Gejala homokedastisitas di uji dengan Glejser dengan cara menyusun 
regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing-
masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual 
(α = 0,05) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala homokedastisitas  
(Sanusi, 2010: 135). 
3.8.3. Uji Regresi Berganda 
Regresi Berganda merupakan suatu alat yang digunakan untuk memprediksi 
permintaan dimasa akan datang untuk mengetahui pengaruh antara variabel yang 
satu dengan variabel yang lain (Syofian, 2013: 301). 
Y= a + b1x1 + b2x2+ b3x3 + b4x4 + e 
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Keterangan : 
Y       = variabel independen (Pendapatan) 
a        = Konstanta 
b1-b4 = Koefisien regresi variabel independen 
X1    = Edukasi Keuangan 
X2    = Intermediasi dan saluran distribusi keuangan 
X3    = Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah 
X4   = Perlindungan Konsumen 
e      = Standart Error 
 
3.8.4. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 
mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengambilan 
keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan antara nilai Fhitung dengan nilai 
Ftabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Jika Fhitung ≤ Ftabel maka 
keputusannya adalah menerima daerah penerima hipoteses nol (Ho). Sedangkan, 
Fhitung ≥ Ftabel maka keputusannya adalah menolak Ho dan menerima hipotesis 
alternatif (Ha)  (Algifari, 2011: 73).  
2.  Uji Koefisiensi Determinasi (R2) 
Menurut Candora (2013) bahwa koefisiensi Determinasi dilakukan untuk 
menghitung seberapa besar variasi perubahan variabel independen dalam 
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menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Kelemahan mendasar 
penggunaan R-Squares adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 
dimasukan ke dalam model , setiap tambahan satu variabel independen, maka 
nilai R-Squares pasti akan meningkat. 
Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R 
Squares dalam mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun 
apabila satu variabel independen ditambah kedalam model. Pada beberapa contoh 
kasus, nilai adjusted R- Squares dapat bernilai negatif, walaupun yang  
dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji regresi didapat nilai adjusted 
RSquares negatif, maka nilai tersebut dianggap nol (Temalagi, 2013). 
3.8.5.  Uji Parsial (Uji t) 
Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas mempunyai pengaruh 
terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Pengambilan keputusan dilakukan 
berdasarkan perbandingan nilai thitung masing-masing koefisien regresi dengan nilai 
ttabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Jika thitung suatu koefisien 
regresi lebih kecil daripada ttabel, maka keputusannya adalah menerima daerah 
penerimaan H0. Sedangkan thitung lebih besar dari nilai ttabel, maka keputusannya 
adalah menolak H0, dan menerima Ha (Algifari, 2011: 73). 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum 
4.1.1. Kota Surakarta  
1) Profil Kota Surakarta 
 Kota Surakarta atau juga disebut Kota Solo adalah wilayah otonom dengan status 
kota di bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan penduduk 562.269 jiwa 
(2017) dan kepadatan 13.636/km
2
. Kota dengan luas 44 km
2
 ini berbatasan dengan 
Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten 
Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, serta Kabupaten 
Sukoharjo di sebelah selatan. Sisi timur kota ini dilewati sungai Bengawan Solo. 
 Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten di sekelilingnya, Karanganyar, Sragen, 
Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, secara kolektif masih sering disebut sebagai 
eks-Karesidenan Surakarta. Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan yang masing-
masing dipimpin oleh seorang camat dan 51 keluarahan yang dipimpin oleh seorang 
lurah. 
Tabel 4.1 
Kecamatan di Kota Surakarta 
No. Kecamatan Kode Pos Jumlah Kelurahan 
1. Pasar Kliwon 57110 9 
2. Jebres 57120 11 
3. Banjarsari 57130 13 
4. Laweyan 57140 11 
5. Serengan 57150 7 
Sumber : www.surakarta.go.id 
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 Dilihat dari letak geografis, Surakarta terletak di dataran rendah di ketinggian 105 
mdpl dan di pusat kota 95 mdpl, dengan luas 44,1 km
2
 (0,14% luas Jawa Tengah). 
Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta, 100 km tenggara Semarang 
dan 260 km barat daya Surabaya serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Gunung 
Merapi di bagian barat, dan Gunung Lawu di bagian timur. Tanah di sekitar kota ini 
subur karena dikelilingi oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa serta 
dilewati oleh Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes. 
Gambar 4.1 
Peta Kota Surakarta 
 
Sumber : www.surakarta.go.id 
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2) Sejarah Kota Surakarta 
 Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah. Sebelum bergabung dengan 
Indonesia, Surakarta diperintah oleh Susuhunan Surakarta dan Adipati 
Mangkunegaran. Semasa dikuasai Belanda, Surakarta sebagai sebuah Vorsteland atau 
wilayah kerajaan. Penguasa Kasunanan Surakarta saat ini adalah Sunan Pakubuwono 
XIII dan penguasa Praja Mangkunegaran saat ini adalah Adipati Mangkunegaran IX. 
Kedua penguasa monarki seremonial ini tidak memiliki kekuasaan politik di 
Surakarta. 
 Secara yuridis Kota Surakarta terbentuk berdasarkan Penetapan Pemerintah 
Tahun 1946 No.16/SD, yang diumumkan pada tanggal 15 Juni 1946. Dengan 
berbagai pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, tanggal 16 Juni 1946 
ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Daerah Kota Surakarta. 
 
4.1.2  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki 
karakteristik yang hampir seragam (Kuncoro, 2007), ada empat karakteristik yang 
dimiliki oleh kebanyakan UMKM di Indonesia: 
a. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan 
operasi. Rendahnya akses terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga 
mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri 
atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang, perantara 
bahkan renternir. 
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b. Sebagian besar usaha ini belum memiliki status badan hukum. 
c. Hampir sepertiga UMKM bergerak pada kelompok usaha makanan, minuman, 
tembakau, kayu, bambu, rotan, rumput dan termasuk perabot rumah tangga. 
 Di Surakarta, UMKM berkembang sangat signifikan. Total UMKM yang 
berada di Kota Surakarta mencapai 42.000 UMKM. 
Tabel 4.2 
Daftar Jumlah Data UMKM di Kota Surakarta Tahun 2016 
Jumlah UMKM Di Kota Surakarta Per Kecamatan Tahun 2016 
N
o 
Sektor Usaha 
Kecamatan 
Jumlah Banjars
ari 
Jebres Laweyan 
Pasar 
Kliwon 
Serengan 
1 
Pertanian, 
peternakan, 
dan perikanan 
14 8 26 38 21 107 
2 
Pertambangan 
dan 
Penggalian 
2 0 1 0 0 3 
3 
Industri 
Pengolahan 
1,162 1,689 760 1,538 1,105 6,254 
4 
Listrik, Gas 
dan Air bersih 
36 53 26 95 10 220 
5 Konstruksi 26 17 15 9 3 70 
6 
Perdagangan, 
Hotel dan 
Restoran 
7,677 7,127 6,327 6,821 3,329 31,281 
7 
Pengangkutan 
dan 
Komunikasi 
124 137 61 42 33 397 
8 
Keuangan, 
persewaan 
dan jasa 
perusahaan 
475 336 300 176 150 1,437 
9 
Jasa-jasa 
swasta 
856 789 646 477 251 3,019 
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Total 10,372 10,156 8,162 9,196 4,902 42,788 
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta 
4.1.3 Kredit Usaha Rakyat 
 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau 
investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok 
usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan 
tambahan belum cukup. 
 KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan 
UMKM serta koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable 
dengan plafond pinjaman sampai dengan Rp 500.000.000,00 yang dijamin oleh 
perusahaan penjamin. 
KUR terbagi menjadi dua yakni KUR Retail dan KUR Mikro. Plafond yang 
ditetapkan untuk KUR Retail adalah di atas Rp 20.000.000,- sampai dengan Rp 
500.000.000,- dengan tingkat suku bunga sebesar maksimal 14% efektif per tahun 
atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan. 
Sedangkan untuk plafond KUR Mikro maksimal Rp 25.000.000,- dengan tingkat 
suku bunga 22% efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas 
rekomendasi Komite Kebijakan. 
BRI Syariah adalah bank pelaksana berbasis syariah pertama yang 
mendapatkan ijin untuk menyalurkan KUR. Melalui produk pembiayaan mikronya 
membantu para nasabah dengan cara memberikan pinjaman sebagai modal usaha 
untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru. BRI Syariah hanya 
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menyalurkan dana KUR bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dan 
ketentuan penggunaan dengan melalui sistem jual beli. Adanya penetapan margin 
yang dilakukan oleh BRI Syariah, mampu menerapkan pola angsuran tetap sehingga 
nasabah dapat melakukan cicilan murabahah dengan nominal tetap. Margin di BRI 
Syariah adalah 9% efektif per tahun. 
Dengan demikian dapat dibilang bahwa penyaluran dana KUR secara syariah 
dan konvensional hampir tidak ada perbedaannya kecuali penerapan suku bunga yang 
dikonversikan atau dirubah ke dalam bentuk margin keuntungan bagi bank. 
4.1.4 Gambaran Umum Responden 
1)  Jenis Kelamin 
 Responden yang terpilih dikelompokkan dalam dua kelompok jenis kelamin 
yakni laki-laki dan perempuan. Untuk memenuhi proporsi jenis kelamin dengan jelas 
dapat dilihat tabel berikut: 
Table 4.3 
Jumlah responden menurut jenis kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 
Laki-laki 19 53% 
Perempuan 16 47% 
Jumlah 34 100% 
Sumber : Data Primer diolah, 2019 
 Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah 
laki-laki yaitu 19 orang (53%) sedangkan perempuan sebanyak 16 orang (47%). Jadi 
dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden 
penelitian ini adalah laki-laki. 
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2) Usia 
Tabel 4.4 
Responden berdasarkan usia 
Rentang Usia Jumlah Prosentase 
< 20 tahun - 0% 
20-30 tahun 5 15% 
> 30 tahun 29 85% 
Jumlah  34 100% 
  Sumber : Data Primer diolah, 2019 
 Data diatas, dapat diketahui persentase yang paling kecil adalah umur <20 
tahun. Sedangkan persentase paling besar yaitu umur > 30 tahun yaitu sebanyak 29 
orang atau 85%. Jadi dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang 
menjadi responden penelitian ini berusia > 30 tahun. 
3) Pendidikan Terakhir 
Tabel 4.5 
Responden berdasarkan pendidikan terakhir 
 
 
 
 Sumber : Data Primer diolah, 2019 
 Data diatas, dapat diketahui bahwa persentase pendidikan paling kecil adalah tidak sekolah atau tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali yaitu 3 orang atau 6%. Sedangkan persentase pendidikan paling banyak adalah SMA/K yaitu 18 orang atau 53%.  
4) Usaha Yang Ditekuni 
Tabel 4.6 
Responden berdasarkan usaha yang ditekuni 
Jenis Usaha Jumlah Prosentase 
Perdagangan 20 59% 
Rumah Makan   8 23% 
Pendidikan Jumlah Prosentase 
Tidak Sekolah 2 6% 
SD 3 9% 
SMP 7 20% 
SMA/K 18 53% 
D3 2 6% 
Sarjana 2 6% 
Jumlah  34 100% 
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Pertanian 1 3% 
Industri Pengolahan 1 3% 
Lainnya 4 12% 
Jumlah 34 100 
Sumber : Data Primer Diolah, 2019 
 Data diatas, dapat diketahui persentase usaha yang ditekuni responden yang 
paling sedikit adalah sektor pertanian dan industri pengolahan dimana poin keduanya 
adalah satu atau 3%, sedangkan persentase yang paling besar adalah pada industri 
perdagangan sebanyak 20 orang atau 59%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden 
paling banyak menekuni usaha dibidang perdagangan. 
5) Lama Usaha 
Tabel 4.7 
Responden berdasarkan lama usaha 
 
Lama Usaha Jumlah Persentase 
<1 tahun 6 18% 
1-5 tahun 17 50% 
5-10 tahun 7 20% 
10-15 tahun 1 3% 
> 15 tahun 3 9% 
Jumlah  34 100% 
Sumber : Data Primer Diolah, 2019 
Data diatas, dapat diketahui persentase lama usaha yang paling sedikit adalah 
10-15 tahun dengan jumlah hanya 1 orang atau 3%, sedangkan persentase yang paling 
besar adalah 1-5 tahun sebanyak 17 orang atau 50%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
responden paling banyak sudah menjalankan usahanya 1-5 tahun. 
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4.2  Pengujian dan Analisis Data 
4.2.1 Pengujian Instrumen 
1. Uji Validitas  
Uji validitas atau keshahihan menunjukkan dan mengukur apa yang 
seharusnya diukur menyangkut akurasi instrumen pernyataan dengan menguji 
korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap pernyataan dengan skor total kuesioner 
tersebut. Uji dengan melihat kolom Corrected Item-Total Correlation. Nilai 
kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel, rtabel dicari pada signifikansi 0,05 
dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n), df = n-2 maka didapat rtabel jika rhitung > rtabel, 
maka pernyataan tersebut dikatakan valid. Nilai rtabel  signifikansi 0,05 adalah 
0,339. Nilai rtabel diperoleh dari df = n-2 atau 34–2=32. df =32 dalam rtabel pada 
tingkat signifikansi untuk uji dua arah 0,05 adalah 0,339. Jika seluruh pernyataan 
dikatakan valid, maka pernyataan tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 
a. Edukasi Keuangan 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Edukasi Keuangan 
No. r hitung r tabel Status 
EK1 0,704 0,339 Valid 
EK2 0,706 0,339 Valid 
EK3 0,834 0,339 Valid 
EK4 0,512 0,339 Valid 
EK5 0,671 0,339 Valid 
Sumber : Data Primer Diolah, 2019 
Berdasarkan uji instrumen menggunakan SPSS versi 20 diperoleh hasil uji 
untuk variabel edukasi keuangan, dimana semua item pernyataan memiliki nilai 
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rhitung>rtabel. Sehingga dapat dikategorikan valid dan dapat digunakan untuk 
penelitian. 
b. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi 
 
No. r hitung r tabel Status 
FISD1 0,535 0,339 Valid 
FISD2 0,486 0,339 Valid 
FISD3 0,462 0,339 Valid 
FISD4 0,676 0,339 Valid 
Sumber : Data Primer Diolah, 2019 
Berdasarkan uji instrument menggunakan SPSS versi 20 diperoleh hasil 
uji untuk variabel Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, dimana semua 
item pernyataan memiliki nilai rhitung>rtabel. Sehingga dapat dikategorikan valid dan 
dapat digunakan untuk penelitian. 
c. Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah 
No. r hitung r tabel Status 
LK1 0,363 0,339 Valid 
LK2 0,842 0,339 Valid 
LK3 0,751 0,339 Valid 
LK4 0,535 0,339 Valid 
Sumber : Data Primer Diolah, 2019 
Berdasarkan uji instrumen menggunakan SPSS versi 20 diperoleh hasil uji 
untuk variabel layanan keuangan pada sektor pemerintah, dimana semua item 
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pernyataan memiliki nilai rhitung>rtabel. Sehingga dapat dikategorikan valid dan 
dapat digunakan untuk penelitian. 
d. Perlindungan Konsumen 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Validitas Perlindungan Konsumen 
No. r hitung r tabel Status 
PK1 0,634 0,339 Valid 
PK2 0,535 0,339 Valid 
PK3 0,462 0,339 Valid 
PK4 0,754 0,339 Valid 
PK5 0,534 0,339 Valid 
Sumber : Data Primer Diolah, 2019 
Berdasarkan uji instrumen menggunakan SPSS versi 20 diperoleh hasil uji 
untuk variabel Perlindungan konsumen, dimana semua item pernyataan memiliki 
nilai rhitung>rtabel. Sehingga dapat dikategorikan valid dan dapat digunakan untuk 
penelitian. 
e. Pendapatan 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Validitas Pendapatan 
No. r hitung r tabel Status 
PD1 0,346 0,339 Valid 
Sumber : Data Primer Diolah, 2019 
Berdasarkan uji instrument menggunakan SPSS versi 20 diperoleh hasil 
uji untuk variabel Perlindungan Konsumen, dimana semua item pernyataan 
memiliki nilai rhitung>rtabel. Sehingga dapat dikategorikan valid dan dapat 
digunakan untuk penelitian. 
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2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel. Untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji 
statistic adalah cronbach alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika 
memiliki cronbach alpha > 0,60. Hasil uji reliabilitas dari masing-masing 
instrumen dalam variabel penelitian ini adalah reliable karena cronbach alpha > 
0,60. Hasil dari pengujian reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’c 
Alpha 
Keputusan 
Pendapatan 
(Y) 
0,667 Reliabel 
Edukasi 
Keuangan 
(X
1
) 
0,870 Reliabel 
Fasilitas 
Intermediasi 
dan Saluran 
Distribusi 
(X
2
) 
0,676 Reliabel 
Layanan 
Keuangan 
Pada Sektor 
Pemerintah 
(X
3
) 
0,710 Reliabel 
Perlindungan 
Konsumen 
(X
4
) 
0,818 Reliabel 
Sumber : Data Primer Diolah, 2019 
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4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik 
1.  Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 
dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak (Sarjono, 2013:53). Pengujian 
normalitas dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig. pada uji normalitas dengan 
menggunakan One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test. Berikut adalah tabel hasil uji 
normalitas:  
 
 
 
 
 
 
Hasil nilai Asymp. Sig pada table diperoleh nilai sebesar 0,998. Hasil ini bila 
dibandingkan dengan probabilitas 0,05 maka lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa penelitian ini berdistribusi normal. 
  
Tabel 4.14 
Uji Statistik Kolmogrov-Smirnov Test 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 34 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. Deviation .15300953 
Most Extreme Differences 
Absolute .068 
Positive .062 
Negative -.068 
Kolmogorov-Smirnov Z .397 
Asymp. Sig. (2-tailed) .998 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber : Hasil Output Data, 2019 
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2. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antara 
variable independen dalam model regresi (model persamaan regresi). Model regresi 
yang baik adalah jika tidak ada masalah multikolinearitas. Apabila nilai tolerance 
value lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat 
multikolinearitas dalam penelitian. Sebaliknya, apabila nilai tolerance value kurang 
dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10 maka terdapat multikolinearitas. 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Toleran
ce 
VIF 
1 
(Constant) -2.533 1.314  1.174 .250   
EDUKASI_KEUANG
AN 
.054 .062 .237 .860 .397 .376 2.662 
FASILITAS_INTER_
SALDISTRIB 
.709 .364 .501 1.949 .061 .433 2.311 
LK_SEKPEM .070 .344 -.659 -2.091 .045 .288 3.468 
PERLIND_KONS .048 .360 .032 .132 .896 .501 1.998 
a. Dependent Variable: PENDAPATAN2 
Sumber : Hasil Olah Data, 2019. 
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Berdasarkan hasil pengujian data diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian 
terhadap VIF dari semua variabel bebas memiliki nilai yang lebih kecil dari angka 10. 
Variable edukasi keuangan sebesar 2,662, fasilitas intermediasi dan saluran distrbusi 
sebesar 2,311, layanan keuangan pada sektor pemerintah sebesar 3,468 serta 
perlindungan konsumen sebesar 1,998. Sedangkan nilai tolerance lebih dari 0,1 yakni 
variable edukasi keuangan sebesar 0,376, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi 
sebesar 0,433, layanan keuangan pada sektor pemerintah sebesar 0,288 serta 
perlindungan konsumen sebesar 0,501. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel 
penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikoleniaritas dalam model regresi. 
3. Uji Heterokesdatisitas 
Uji heterokesdatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 
varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskesdatisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskesdatisitas. Model regresi 
yang baik adalah terjadi homoskesdatisitas dan tidak terjadi heterokesdatisitas. Uji 
heterokesdatisitas dilakukan dengan melihat nilai siginifikansi setelah diadakan 
regresi dengan absolute residual pada variabel dependen sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 
Hasil Uji Heterokesdatisitas 
Sumber : Hasil Olah Data, 2019. 
 Tabel diatas menunjukkan bahwa semua nilai signifikansi lebih besar dari 
0,05. Sehingga variable edukasi keuangan, fasilitas intermediasi dan saluran 
distribusi, layanan keuangan pada sektor pemerintah, serta perlindungan konsumen 
tidak terjadi gejala heterokesdatisitas. 
4.2.3 Pengujian Ketepatan Model 
 1. Uji F 
Uji F digunakan untuk memperoleh kepastian apakah variabel independen 
(variabel edukasi keuangan, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, layanan 
keuangan pada sektor pemerintah, serta perlindungan konsumen) secara bersama-
sama memiliki pengaruh yang signifkan terhadap variabel dependen (pendapatan) 
UMKM di Kota Surakarta. Hasil pengujian tersebut adalah: 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -.370 .704  -.525 .604 
EDUKASI_KEUANGAN .042 .033 .346 1.244 .223 
FASILITAS_INTER_SA
LDISTRIB 
.060 .195 .080 .310 .758 
LK_SEKPEM -.012 .184 -.021 -.065 .948 
PERLIND_KONS .024 .193 .030 .125 .901 
a. Dependent Variable: abs_res_2 
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Tabel 4.17 
Hasil Uji F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 22.905 4 .726 10.482 .000
b
 
Residual 14.206 29 .490   
Total 57.111 33    
a. Dependent Variable: PENDAPATAN2 
b. Predictors: (Constant), PERLIND_KONS, FASILITAS_INTER_SALDISTRIB, 
EDUKASI_KEUANGAN, LK_SEKPEM 
Sumber : Hasil Output Data, 2019 
Nilai Ftabel diperoleh dari rumus k(n-k) yaitu 4(34-4) = 4(30). Dilihat di daftar 
Ftabel diperoleh nilai 2,69. Maka dapat diketahui bahwa nilai Ftabel  sebesar 2,69 dan 
Fhitung sebesar 10,482 karena Fhitung lebih besar dari Ftabel dapat ditarik kesimpulan 
bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji koefisien determinasi merupakan sebuah model yang digunakan untuk 
menguji seberapa besar kemampuan variable independen (bebas) menjelaskan variasi 
perubahan variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi menggunakan R 
Adjusted R Square. Hal ini karena Adjusted R
2
 dinilai lebih mempresentasikan nilai 
pengaruh yang sebenarnya sebagai berikut: 
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Tabel 4.18 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2) 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 .612
a
 .670 .550 .69991 
a. Predictors: (Constant), PERLIND_KONS, FASILITAS_INTER_SALDISTRIB, 
EDUKASI_KEUANGAN, LK_SEKPEM 
b. Dependent Variable: PENDAPATAN2 
Sumber : Hasil Output Data, 2019 
Hasil pengujian diatas dapat dilihat dimana Adjusted R Square menyatakan 
nilai koefisien determinan sebesar 0,550 atau 55%. Dalam hal ini bahwa variabel 
independen yang terdiri dari edukasi keuangan, fasilitas intermediasi dan saluran 
distribusi, layanan keuangan pada sektor pemerintah, serta perlindungan konsumen 
dalam menjelaskan variable dependen yaitu pendapatan UMKM di Kota Surakarta 
sebesar 55%. Sisanya (100%-55% = 45%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
variable model yang diteliti dalam penelitian ini. 
4.2.4 Analisis Regresi Berganda 
 Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 
variable bebas edukasi keuangan, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, layanan 
keuangan pada sektor pemerintah, serta perlindungan konsumen terhadap variabel 
terikat yaitu pendapatan UMKM di Kota Surakarta. Hasil analisis regresi linear 
berganda dapat dilihat sebagai berikut: 
75 
 
Tabel 4.19 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) -2.533 1.314  1.174 .250 
EDUKASI_KEUA
NGAN 
.054 .062 .237 3.860 .037 
FASILITAS_INTE
R_SALDISTRIB 
.709 .364 .501 2.949 .041 
LK_SEKPEM .070 .344 .659 2.091 .045 
PERLIND_KONS .048 .360 .032 2.132 .031 
a. Dependent Variable: PENDAPATAN2 
Sumber : Hasil Output Data, 2019 
Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi linear berganda dapat disusun 
sebagai berikut: 
Y = -2,533 + 0,054x1 + 0,709x2 + 0,70x3 + 0,048x4+ e 
1. Nilai konstanta sebesar -2,533 menyatakan bahwa jika nilai koefisien variabel 
independen bernilai konstan (0), maka nilai pendapatan UMKM di Kota 
Surakarta berkurang sebesar -2,533 atau berada pada kelompok ke tiga dengan 
pendapatan antara Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000. 
2. Koefisien regresi variabel edukasi keuangan (X1) sebesar 0,054 menyatakan 
bahwa setiap penambahan satu-satuan , edukasi keuangan akan meningkatkan 
pendapatan UMKM di Kota Surakarta sebesar 0,054 atau berada pada 
kelompok satu dengan pendapatan antara Rp. 0 – Rp. 1.000.000. Dengan 
asumsi variabel lain dianggap konstan (0). 
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3. Koefisien regresi variabel fasilitas intermediasi dan saluran distribusi (X2) 
sebesar 0,709 menyatakan bahwa setiap penambahan satu-satuan, fasilitas 
intermediasi dan saluran distribusi akan menaikkan pendapatan UMKM di 
Kota Surakarta sebesar 0,709 atau berada pada kelompok satu dengan 
pendapatan antara Rp. 0 – Rp. 1.000.000. Dengan asumsi variabel lain 
dianggap konstan (0). 
4. Koefisien regresi variabel layanan keuangan pada sektor pemerintah (X3) 
sebesar 0,070 menyatakan bahwa setiap penambahan satu-satuan, layanan 
keuangan pada sektor pemerintah akan menaikkan pendapatan UMKM di 
Kota Surakarta sebesar 0,070 atau berada pada kelompok satu dengan 
pendapatan antara Rp. 0 – Rp. 1.000.000. Dengan asumsi variabel lain 
dianggap konstan (0). 
5. Koefisien regresi variabel perlindungan konsumen (X4) sebesar 0,048 
menyatakan bahwa setiap penambahan satu-satuan, perlindungan konsumen 
akan menaikkan pendapatan UMKM di Kota Surakarta sebesar 0,048 atau 
berada pada kelompok satu dengan pendapatan  antara Rp. 0 – Rp. 1.000.000. 
Dengan asumsi variabel lain dianggap konstan ( 0). 
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4.2.4 Uji t 
Tabel 4.20 
Hasil Uji t 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) -2.533 1.314  1.174 .250 
EDUKASI_KEUA
NGAN 
.054 .062 .237 3.860 .037 
FASILITAS_INTE
R_SALDISTRIB 
.709 .364 .501 2.949 .041 
LK_SEKPEM .070 .344 .659 2.091 .045 
PERLIND_KONS .048 .360 .032 2.132 .031 
a. Dependent Variable: PENDAPATAN2 
Sumber : Hasil Olah Data, 2019 
 Uji ini dilakukan untuk dapat melihat signifikan dari pengaruh variabel bebas 
secara individual. Hasil uji signifikansi atau uji t dapat dilihat sebagai berikut: 
1. Variabel edukasi keuangan diperoleh nilai thitung sebesar 3,860 dan 
probabilitas sebesar 0,037. Jika dibandingkan dengan ttabel sebesar 2,045 maka 
thitung 3,860 > ttabel 2,045 dan probabilitas 0,037 < 0,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa H1 diterima, artinya edukasi keuangan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan UMKM. 
2. Variabel fasilitas intermediasi dan saluran distribusi diperoleh thitung sebesar 
2,949 dan probabilitas sebesar 0,041. Jika dibandingkan dengan ttabel sebesar 
2,045 maka thitung 2,949 > ttabel 2,045 dan probabilitas 0,041 < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya fasilitas intermediasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. 
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3. Variabel layanan keuangan pada sektor pemerintah diperoleh thitung sebesar 
2,091 dan probabilitas 0,045. Jika dibandingkan dengan ttabel sebesar 2,045 
maka thitung 2,091 > ttabel 2,045 dan probabilitas 0,045 < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya layanan keuangan pada sektor 
pemerintah berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM.  
4. Variabel perlindungan konsumen diperoleh thitung sebesar 2,132 dan 
probabilitas sebesar 0,031. Jika dibandingkan dengan ttabel sebesar 2,045 maka 
thitung  2,132 > ttabel 2,045 dan probabilitas 0,031 < 0,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa H1 diterima, artinya perlindungan konsumen berpengaruh positif 
terhadap pendapatan UMKM.  
 
4.3  Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembentukan Hipotesis) 
Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan diatas, maka secara keseluruhan 
pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengaruh Edukasi Keuangan terhadap Pendapatan UMKM. 
Dalam hipotesis pertama, peneliti membuktikan secara statistik bahwa 
edukasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 
UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis uji t untuk variabel 
edukasi keuangan diperoleh thitung > ttabel (3,860 > 2,045) dengan tingkat signifikan 
menggunakan alpha 5% berarti p-value < 5%  (0,037 < 0,05).  
Menurut Nababan dan Isfenti (2011) financial education merupakan proses 
panjang yang memacu individu untuk memiliki rencana keuangan di masa depan 
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demi mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya hidup yang mereka 
jalani. Edukasi keuangan merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan 
kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan 
pemahaman (pengetahuan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa 
keuangan). Ketika pemahaman dan kesadaran tentang pengelolaan keuangan 
seseorang itu baik, maka akan mempermudah pelaku UMKM untuk memilih 
produk perbankan yang tepat untuk mengembangkan usahanya. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Latan (2015) yakni edukasi keuangan 
berpengaruh terhadap pendapatan.  
2. Pengaruh Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi terhadap Pendapatan 
UMKM 
Lembaga keuangan terutama  bank merupakan lembaga intermediasi antara 
nasabah yang kelebihan dana dengan nasabah yang kekurangan dana.  Dana yang 
disimpan oleh bank merupakan dana pihak ketiga dari nasabah yang kelebihan 
dana. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku-pelaku 
usaha seperti UMKM untuk membantu permodalannya. Ketika pelaku UMKM 
dekat dengan lembaga intermediasi atau lembaga keuangan, maka pelaku UMKM 
menjadi lebih mudah dalam mengakses pembiayaan dan mendapat tambahan 
modal kerja sehingga pelaku UMKM dapat menghasilkan pendapatan yang lebih 
tinggi. 
Dalam hipotesis kedua, peneliti membuktikan secara statistik bahwa fasilitas 
intermediasi dan saluran distribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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pendapatan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis uji t untuk 
variabel fasilitas intermediasi dan saluran distribusi diperoleh thitung > ttabel (2,949 
> 2,045) dengan tingkat signifikan menggunakan alpha 5% berarti p-value < 5%  
(0,041 < 0,05). Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Badriah (2009), Sunardi (2008) yakni fasilitas intermediasi dan saluran 
distribusi keuangan berpengaruh terhadap pendapatan. 
3. Pengaruh Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah  
Layanan keuangan pada sektor pemerintah sangat penting  dalam 
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran melalui UMKM. Peran 
pemerintah dalam pemberdayaan UMKM diwujudkan dalam pembiayaan 
KUR (Kredit Usaha Rakyat), dimana KUR memberikan  akses mudah, bunga 
rendah, persyaratan yang mudah, serta tidak dipersyaratkan adanya jaminan. 
Hal tersebut akan memudahkan pelaku UMKM dalam memperoleh tambahan 
modal dari pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, sehingga 
pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan 
pendapatan mereka. 
Dalam hipotesis ketiga, peneliti membuktikan secara statistik bahwa 
layanan keuangan pada sektor pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pendapatan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis 
uji t untuk variabel fasilitas intermediasi dan saluran distribusi diperoleh thitung 
> ttabel (2,091 > 2,045) dengan tingkat signifikan menggunakan alpha 5% 
berarti p-value < 5%  (0,045 < 0,05). Hasil penelitian tersebut sama dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Fitria Sari (2011), Wirawan, et.al. (2015) 
menyatakan bahwa layanan keuangan pada sektor pemerintah berpengaruh 
terhadap pendapatan. 
4. Pengaruh Perlindungan Konsumen terhadap Pendapatan UMKM 
Prinsip perlindungan konsumen keuangan perlu diimplementasikan oleh 
lembaga jasa keuangan dalam rangka mewujudkan keberdayaan konsumen, 
yang diukur dari keterampilan konsumen dalam mengelola dan memanfaatkan 
produk dan layanan jasa keuanga, kesadaran konsumen dalam mengetahui 
hak-haknya serta keyakinan konsumen dalam hal memperjuangkan haknya 
dalam bentuk perilaku berani menyampaikan keluhan atas penggunaan produk 
dari lembaga jasa keuangan. 
Keberanian konsumen dalam menyampaikan keluhan akan meminimalisir 
adanya kerugian. Hal seperti kesalahan pencatatan perhitungan dan fakta 
terkait transaksi keuangan yang bisa menyebabkan kerugian secara finansial 
dan akan berdampak pada pendapatan jika mereka adalah pelaku usaha seperti 
UMKM. 
Dalam hipotesis keempat, peneliti membuktikan secara statistik bahwa 
perlindungan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pendapatan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis uji t untuk 
variabel perlindungan konsumen diperoleh thitung > ttabel (2,132  > 2,045) 
dengan tingkat signifikan menggunakan alpha 5% berarti p-value < 5%  
(0,031 < 0,05).  
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BAB V 
PENUTUP 
 
1.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil analisis data yang telah 
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Edukasi keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pendapatan UMKM. Ketika pemahaman dan kesadaran tentang 
pengelolaan keuangan seseorang itu baik, maka akan mempermudah 
pelaku UMKM untuk memilih produk perbankan yang tepat untuk 
mengembangkan usahanya sehingga dapat menaikkan pendapatan usaha. 
2. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi secara parsial berpengaruh 
positif dan signifikan. Lembaga keuangan terutama  bank merupakan 
lembaga intermediasi antara nasabah yang kelebihan dana dengan nasabah 
yang kekurangan dana.  Dana yang disimpan oleh bank merupakan dana 
pihak ketiga dari nasabah yang kelebihan dana. Dana tersebut disalurkan 
dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku-pelaku usaha seperti UMKM 
untuk membantu permodalannya. Ketika pelaku UMKM dekat dengan 
lembaga intermediasi atau lembaga keuangan, maka pelaku UMKM 
menjadi lebih mudah dalam mengakses pembiayaan dan mendapat 
tambahan modal kerja sehingga pelaku UMKM dapat menghasilkan 
pendapatan yang lebih tinggi. 
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3. Layanan keuangan pada sektor pemerintah secara parsial berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Layanan keuangan 
pada sektor pemerintah sangat penting  dalam menanggulangi kemiskinan 
dan pengangguran melalui UMKM. Peran pemerintah dalam 
pemberdayaan UMKM diwujudkan dalam pembiayaan KUR (Kredit 
Usaha Rakyat), dimana KUR memberikan  akses mudah, bunga rendah, 
persyaratan yang mudah, serta tidak dipersyaratkan adanya jaminan. Hal 
tersebut akan memudahkan pelaku UMKM dalam memperoleh tambahan 
modal dari pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, sehingga 
pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan 
pendapatan mereka. 
4. Perlindungan konsumen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pendapatan UMKM. Keberanian konsumen dalam 
menyampaikan keluhan akan meminimalisir adanya kerugian. Hal seperti 
kesalahan pencatatan perhitungan dan fakta terkait transaksi keuangan 
yang bisa menyebabkan kerugian secara finansial dan akan berdampak 
pada pendapatan jika mereka adalah pelaku usaha seperti UMKM. 
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1.2 Keterbatasan Penelitian  
Meskipun penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan sebaik-baiknya, 
namun masih terdapat beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian ini 
antara lain: 
1. Keterbatasan sampel yang digunakan yaitu hanya pada nasabah Kredit 
Usaha Rakyat di BRI Syariah KC Solo Veteran. 
2. Kurangnya referensi penelitian dan teori-teori terkait. Hal ini dikarenakan 
topik yang diangkat masih tergolong baru dan balum banyak yang 
melakukan penelitian dengan topik yang sama. 
3. Penelitian ini tidak dapat mengontrol jawaban responden, dimana 
responden bisa saja tidak jujur dalam menjawab kuesioner. 
4. Variabel yang digunakan hanya 4 pilar dari 5 pilar pada Strategi Nasional 
Keuangan Inklusif (SNKI) yaitu edukasi keuangan, fasilitas intermediasi 
dan saluran distribusi, layanan keuangan pada sektor pemerintah serta 
perlindungan konsumen. Variabel yang tidak digunakan adalah hak 
properti masyarakat karena tidak sesuai dengan objek penelitian. 
 
1.3 Saran 
1. Bagi BRI Syariah KC Surakarta diharapkan selalu meningkatkan 
pembiayaan KUR kepada UMKM di Surakarta karena jumlah UMKM 
yang mencapai 42.000 hal tersebut sangat jauh dari pelaku UMKM yang 
menggunakan KUR sebanyak 134 UMKM per Januari 2019. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti 
selanjutnya, karena topik yang diangkat masih banyak hal yang perlu 
dilakukan kajian ulang. 
3. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan penelitian kualitatif, 
sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih mendalam. 
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Lampiran 2 Kuesioner 
Bapak/Ibu yang saya hormati, 
Dengan ini Saya Anggita Dela Septiyani Mahasiswi Jurusan Perbankan 
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
Dengan ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi 
saya dengan judul penelitian : “Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pendapatan  
UMKM di Kota Surakarta” 
Saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk meluangkan waktu untuk 
mengisi kuesioner yang berkaitan dengan inklusi keuangan (pembiayaan KUR 
Syariah) terhadap pendapatan. Hasil penelitian ini untuk kepentingan penelitian 
kampus sehingga semua informasi yang diisikan akan dijaga kerahasiaannya. Atas 
partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara/i saya ucapkan terimakasih. 
 
Petunjuk Pengisian 
Pilihlah satu jawaban pada kolom menurut pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara/i. Berikan 
tanda (√) atau (X) pada kolom kotak yang disediakan berdasarkan kriteria berikut ini: 
Skala Likert Jawaban Responden 
5 Sangat Setuju (SS) 
4 Setuju (S) 
3 Netral (N) 
2 Tidak Setuju (TS) 
1 Sangat Tidak Setuju (STS) 
 
 
Hari/Tanggal : 
...................................................................................................................... 
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Lokasi  : 
...................................................................................................................... 
Nama   :  ………………………………………….. 
Usia   :     < 20 tahun         20-30 tahun     >30 tahun 
Jenis Kelamin  :   Laki-laki          Perempuan 
Pendidikan terakhir :   Tidak sekolah            SMA/K/Sederajat 
SD/Sederajat             Diploma 
SMP/Sederajat Sarjana 
Usaha yang ditekuni :           Perdagangan           Pertanian    Lainnya 
Rumah Makan          Industri Pengolahan 
Lama usaha  :  < 1 tahun           5-10 tahun    > 15 tahun 
1-5 tahun           10-15 tahun 
Contoh Pengisian 
No Pertanyaan 
Financial Inclusion 
STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
1. Saya menyisihkan penghasilan yang di 
dapatkan untuk membayar zakat, infak, 
shodaqah 
X     
. 
Kuesioner Financial Inclusion 
Edukasi Keuangan 
 
No Pernyataan 
Edukasi Keuangan 
STS TS N SS SS 
1 2 3 4 5 
1 Saya mengetahui produk pendanaan di BRI  
Syariah 
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2 Saya mengetahui produk pembiayaan di BRI  
Syariah 
     
3 Saya mengetahui tingkat bagi hasil yang saya 
terima ketika menggunakan produk pendanaan 
dan pembiayaan di BRI  Syariah 
     
4 Saya menyisihkan sebagian pendapatan untuk 
ditabung 
     
5 Saya merasa aman bertransaksi di BRI  
Syariah karena adanya jaminan dari LPS 
     
 
Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi 
 
No Pernyataan 
Fasilitas Intermediasi dan 
Saluran Distribusi 
STS TS N SS SS 
1 2 3 4 5 
1 Saya memiliki akses yang mudah dalam 
memperoleh pembiayaan di BRI  Syariah 
     
2 Produk pembiayaan di BRI  Syariah sesuai 
dengan kebutuhan usaha saya 
     
3 Usaha yang saya tekuni semakin berkembang 
setelah mendapat pembiayaan dari BRI  
Syariah 
     
4 Saya menggunakan layanan keuangan digital 
(mobile banking, mobile ATM, dll) untuk 
mendukung transaksi dalam usaha yang saya 
tekuni 
     
 
Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah 
 
No Pernyataan 
Layanan Keuangan pada 
Sektor Pemerintah 
STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
1 Saya menggunakan seluruh bantuan sosial 
untuk menambah modal usaya yang saya 
tekuni 
     
2 Saya menyisihkan sedikit bantuan sosial untuk 
ditabung 
     
3 Saya lebih sering betransaksi secara nontunai 
daripada tunai dalam menjalankan usaha 
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4 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
sangat membantu saya sebagai pelaku UMKM 
yang kekurangan modal 
     
 
Perlindungan Konsumen 
 
No Pernyataan 
Perlindungan Konsumen 
STS TS N S SS 
  1 2 3 4 5 
1 Dengan adanya peraturan perlindungan 
konsumen, saya merasa aman menyimpan atau 
melakukan pembiayaan di BRI  Syariah 
     
2 Saya merasa terbantu dengan adanya Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) jika 
terjadi sengketa agunan 
     
3 Saya dapat dengan mudah untuk memantau 
sejauh mana pengaduan yang saya sampaikan 
diproses 
     
4 Bank syariah merespon pengaduan konsumen 
secara cepat dan tepat 
     
5 Dengan adanya perlindungan konsumen, saya 
dapat terhindar dari kecurangan yang 
kemungkinan dilakukan oleh Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan (PUJK) 
     
 
Pendapatan Usaha 
 
1. Rp. 0 – Rp. 1.000.000  4.  Rp. 4.000.000 – Rp. 5.000.000 
2. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 5.  > Rp. 5.000.000 
3. Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000  
 
No Pernyataan 
Pendapatan Usaha 
1 2 3 4 5 
1 Pendapatan  usaha saya yang saya tekuni      
 
Terima Kasih 
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Lampiran 4 Data Responden Sebelum Diolah 
Responden EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 FIS1 FIS2 FIS3 FIS4 LK1 LK2 LK3 LK4 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PD 
A 5 5 3 5 5 5 4 4 2 3 5 2 5 4 4 4 4 4 4 
B 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 5 
C 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 2 2 4 3 2 2 2 2 3 
D 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 
E 2 4 4 1 4 4 4 4 2 5 1 1 4 4 4 4 3 4 5 
F 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 5 4 5 
G 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 
H 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 
I 2 2 2 4 3 4 4 4 3 5 4 1 4 4 4 3 3 4 5 
J 4 4 4 4 4 5 5 4 3 2 4 2 4 4 4 3 3 4 5 
K 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 4 2 1 4 3 4 3 4 4 
L 5 5 3 4 4 5 5 4 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 
M 3 3 2 2 4 5 4 3 2 2 2 2 4 4 5 3 3 4 4 
N 4 4 5 5 5 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 3 4 3 
O 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 
P 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 5 3 
Q 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
R 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 
S 5 5 5 4 4 5 4 3 3 5 3 3 5 5 5 4 4 4 5 
T 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 5 
U 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 5 
V 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
W 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 
X 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 
Y 2 2 2 4 3 4 5 4 2 3 2 1 3 4 4 3 3 4 3 
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Z 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 
AA 3 3 2 4 3 4 5 4 2 3 2 1 3 4 4 3 3 4 5 
AB 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 5 4 5 
AC 2 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 2 2 2 2 5 
AD 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 5 
AE 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 4 5 
AF 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 
AG 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 5 4 4 
AH 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 
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Lampiran 4 Hasil Uji Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
EK1 65.74 71.837 .704 .896 
EK2 65.68 72.165 .706 .896 
EK3 65.76 68.670 .834 .891 
EK4 65.03 75.242 .512 .902 
EK5 65.26 74.019 .671 .897 
FISD1 64.85 79.220 .535 .902 
FISD2 65.50 81.348 .486 .909 
FISD3 65.29 78.638 .462 .903 
FISD4 66.12 70.713 .676 .897 
LKSP1 65.59 77.886 .363 .908 
LKSP2 65.76 68.125 .842 .891 
LKSP3 66.59 69.037 .751 .894 
LKSP4 64.85 79.220 .535 .902 
PK1 65.03 77.666 .634 .900 
PK2 65.32 80.286 .535 .907 
PK3 65.71 78.335 .462 .903 
PK4 65.79 73.744 .754 .895 
PK5 65.44 77.284 .534 .901 
PD1 64.79 81.078 .346 .911 
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Lampiran 5  Hasil Uji Reliabilitas 
Edukasi Keuangan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.870 5 
 
Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.676 4 
 
Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.710 4 
 
Perlindungan Konsumen 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.818 5 
 
Pendapatan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.667 1 
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Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Toleran
ce 
VIF 
1 
(Constant) -2.533 1.314  1.174 .250   
EDUKASI_KEUANG
AN 
.054 .062 .237 .860 .397 .376 2.662 
FASILITAS_INTER_
SALDISTRIB 
.709 .364 .501 1.949 .061 .433 2.311 
LK_SEKPEM .070 .344 -.659 -2.091 .045 .288 3.468 
PERLIND_KONS .048 .360 .032 .132 .896 .501 1.998 
a. Dependent Variable: PENDAPATAN2 
  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 34 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. Deviation .15300953 
Most Extreme Differences 
Absolute .068 
Positive .062 
Negative -.068 
Kolmogorov-Smirnov Z .397 
Asymp. Sig. (2-tailed) .998 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -.370 .704  -.525 .604 
EDUKASI_KEUANGAN .042 .033 .346 1.244 .223 
FASILITAS_INTER_SA
LDISTRIB 
.060 .195 .080 .310 .758 
LK_SEKPEM -.012 .184 -.021 -.065 .948 
PERLIND_KONS .024 .193 .030 .125 .901 
a. Dependent Variable: abs_res_2 
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Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Berganda 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 22.905 4 .726 10.482 .000
b
 
Residual 14.206 29 .490   
Total 57.111 33    
a. Dependent Variable: PENDAPATAN2 
b. Predictors: (Constant), PERLIND_KONS, FASILITAS_INTER_SALDISTRIB, 
EDUKASI_KEUANGAN, LK_SEKPEM 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .612
a
 .670 .550 .69991 
a. Predictors: (Constant), PERLIND_KONS, 
FASILITAS_INTER_SALDISTRIB, EDUKASI_KEUANGAN, 
LK_SEKPEM 
b. Dependent Variable: PENDAPATAN2 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) -2.533 1.314  1.174 .250 
EDUKASI_KEUA
NGAN 
.054 .062 .237 3.860 .037 
FASILITAS_INTE
R_SALDISTRIB 
.709 .364 .501 2.949 .041 
LK_SEKPEM .070 .344 .659 2.091 .045 
PERLIND_KONS .048 .360 .032 2.132 .031 
a. Dependent Variable: PENDAPATAN2 
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Lampiran 8 Tabel Uji t 
Titik 
Persentase 
Distribusi 
t (df = 10 
– 40) Pr 
0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
Df 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.002 
10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.1437 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.0247 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.681 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.6912 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.6892 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.5794 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.0639 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.435 
27 0.68368 1.3137 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.3749 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.682 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.6883 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.681 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 
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Lampiran 9 Tabel  Uji f 
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Lampiran 10 Tabel Uji r 
df = (N-2) Tingkat signifikansi untuk uji 
satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 
2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 
3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 
4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 
5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 
6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 
8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 
9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 
10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 
11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 
12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 
13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 
14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 
15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 
16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 
17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 
18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 
19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 
20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 
21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 
22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 
23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 
24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 
25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 
26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 
27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 
28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 
29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 
30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 
31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 
32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 
33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 0.5322 
34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 0.5254 
35 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182 0.5189 
36 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128 0.5126 
37 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076 0.5066 
38 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026 0.5007 
39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978 0.4950 
40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932 0.4896 
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